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ABDUL AZIS DUMPA, B111 09 412, Perbandingan Pemerintahan Desa 
Dan Kelurahan Di Kabupaten Luwu Ditinjau Dari Prespektif Otonomi 
Daerah, (Dibimbing oleh Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., 
DFM. selaku Pembimbing I dan Muchsin Salnia, S.H. selaku Pembimbing 
II). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelengkapan 
pemerintahan pada tingkat Desa dan Kelurahan di  Kabupaten Luwu serta 
untuk mengetahui dan membandingkan efektifitas jalannya pemerintahan 
Desa dan kelurahan di Kabupaten Luwu. 
Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan 
mengumpulkan langsung data dari sumbernya, wawancara (interview) dan 
pengamatan (observation) sebagai data primer (primary data), serta 
mengumpulkan data sekunder (secondary data) dengan telaah pustaka 
(library research), pengumpulan intisari dari dokumen, buku, jurnal, 
majalah, surat kabar, dan sumber yang berasal dari media elektornik atau 
laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dimana 
teknik analisa data yang dipakai adalah analisis deskriptif, yang dalam hal 
ini penulis mengambarkan dan menjelaskan permasalahan sesuai dengan 
fakta yang terjadi melalui sejumlah faktor yang relevan dengan penelitian 
ini, lalu ditarik sebuah kesimpulan. 
Berdasarkan analisa terhadap data-data yang diperoleh oleh 
penulis selama penelitian, maka hasil yang didapatkan adalah antara lain : 
Pertama, kelengkapan perangkat pemerintahan di tingkat Desa lebih 
lengkap dari perangkat pemerintahan di tingkat Kelurahan. Dimana di 
Desa terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki fungsi 
chek and balance, yakni : Legislasi, budgeting dan controling terhadap 
jalannya pemerintahan. Sedangkan Pemerintahan di Kelurahan tidak 
memiliki lembaga sebagaimana BPD. Selain itu, pada Pemerintahan 
kelurahan terjadi beberapa kekosongan jabatan struktural karena Lurah 
tidak berwenang menunjuk dan mengangkat perangkat pemerintahannya, 
berbeda dengan Kepala Desa yang berwenang mengangkat Perangkat 
Pemerintahannya.  Kedua, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan 
pada pemerintahan Desa terhambat oleh kualitas sumber daya manusia 
aparat pemerintahannya dan minimnya anggaran operasional 
penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan penyelenggaraan 
pemerintahan Kelurahan terhambat oleh aparat pemerintahan yang tidak 
lengkap (jabatan struktural yang masih kosong), serta belum adanya 
satupun urusan pemerintahan Kabupaten Luwu yang dilimpahkan kepada 
pemerintahan Kelurahan, sehingga pemerintahan Kelurahan cenderung 
hanya memberikan pelayanan administratif daripada menjalankan 
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1.1. Latar Belakang Masalahm 
 Penerapan otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 
sejatinya telah berlangsung sejak lama. Terjadinya reformasi 1998, 
menjadi tonggak sejarah baru dalam perjalanan sistem ketatanegaraan 
Indonesia dan seolah dimulai dari awal. Undang-Undang Dasar (UUD) 
1945 yang disakralkan oleh rezim Orde Baru, runtuh tergilas arus 
reformasi. Akhirnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah mengalami perubahan sebanyak 
empat kali. Perubahan UUD NRI 1945 telah pula mengantarkan 
perubahan hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah. 
 Pengaturan tentang pemerintahan daerah telah melewati sejarah 
panjang rantai perundang-undangan. Hingga saat ini, tak kurang dari 7 
Undang-Undang (UU) yang saling menggantikan, yakni: Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite 
Nasional Daerah, Undang-Undang Pokok Nomor 22 Tahun 1948 tentang 
Pemerintahan Daerah,  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang 
Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, 
dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah. 
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 Dasar pemikiran UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, sesuai dengan amanat UU Dasar Negara Republik Indonesia 
1945 menjelaskan bahwa, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menganut asas otonomi 
dengan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah 
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 
melalui peningkatan pelayanan dan peran serta masyarakat. Di samping 
itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu menghasilkan daya 
saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, 
keadilan dan keistimewaan dan kekhususan serta potensi keanekaragama 
daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.1  
  Di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa, 
pemerintahan daerah dalam penyelenggaraaan urusan pemerintahan 
memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan Pemerintah Daerah 
lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, 
pelayan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumberdaya 
lainnya. Hubungan tersebut dilaksanakan secara adil dan selaras, dan 
hubungan tersebut menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan 
antarsusunan pemerintah.2 Olehnya itu, pada hakekatnya sistem 
pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menganut sistem otonomi 
bertingkat, yakni provinsi memiliki otonomi terbatas, kabupaten/kota 
memiliki otonomi luas dan desa memiliki otonomi asli. 
                                                          
1  Lihat, UU Nomor 32 Tahun 2004, LN-RI Nomor 125 Tahun 2004 
2  Ni’matul Huda, Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika), 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, Hlm. 95. 
 3 
 Pada dasarnya otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah  
daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi 
pemerintahan dengan tujuan mencapai efektivitas dan efisiensi dalam 
pelayanan kepada masyarakat. Penyerahan urusan tersebut diharapkan 
akan mampu menumbuhkembangkan  daerah dalam berbagai bidang, 
menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah 
dalam proses pertumbuhan (pembangunan).3  
 Jika melihat tujuan pemerintah, fokus pemerintah dalam pelaksanaan 
kebijakan dan program pembangunan masyarakat adalah Desa dan 
Kelurahan. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa Desa dan 
Kelurahan merupakan unit pemerintahan yang terkecil dan paling bawah 
sebagai ujung tombak dalam urusan pembangunan. Di mana pemerintah 
Desa dan Kelurahan melaksanakan fungsi administrasi, pelayanan 
kepada masyarakat, penyediaan sarana prasarana meliputi fasilitas 
umum, kesehatan, pendidikan, utamanya pemberdayaan masyarakat 
melalui pembinaan kehidupan sosial, budaya masyarakat seperti bidang 
adat istiadat, dengan harapan lebih berdaya guna dan berhasil guna.  
Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya 
masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara-
bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan 
lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang 
sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, 
adat istiadat dan hukumnya sendiri dan relatif mandiri. Hal ini antara lain 
                                                          
3  HAW Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta:  Raja Grafindo, 2004, 
hlm.22. 
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yang ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa 
mungkin merupakan sujud bangsa yang paling kongkrit.4 Namun dalam 
UU Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 200 Ayat (3) disebutkan bahwa, 
desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan 
statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa Pemerintahan 
Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan 
perda. Dengan asumsi bahwa masyarakat di wilayah tersebut lebih 
mencirikan masyarakat perkotaan. 
Selain itu, hasil sensus penduduk 2010 menunjukkan bahwa 
Indonesia kini dihuni oleh 237.641.326 jiwa dengan sebaran yang tidak 
berimbang antara penduduk yang tinggal di perkotaan dan pedesaan. 
Pedesaan 119.321.070  atau sekitar 50,21 %, sedangkan diperkotaan 
118.320.256 atau sekitar 49,79%.5 Kesenjangan yang terjadi antara 
penduduk di perkotaan dan perdesaan disinyalir akibat perkembangan 
pesat ekonomi di kota-kota besar Indonesia belum cukup untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa sehingga berdampak 
pada peningkatan arus urbanisasi.  
 Hal ini tentu jauh dari apa yang diharapkan konsep otonomi daerah, 
sebab adanya konsep pemerintahan ini, menuntut penyelenggaraan 
pemerintahan, utamanya pemerintahan Desa dan Kelurahan, untuk selalu 
siap merespon permasalahan yang terjadi di masyarakat secara 
demokratis, demi mewujudkan tujuan negara, utamanya keadailan sosial 
bagi seluruh rakyat. Sehingga, perlu kiranya memperhatikan hubungan 
                                                          
4  HAW Widjaja. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli  Bulat dan utuh.(Jakarta: 
Raja Grafindo, 2004). 2004. Hlm.4 
5
  Hasil Sensus Penduduk 2010. http://www.all-indonesia.com/hasil-sensus-penduduk-
2010,  Hari 8 Desember 2013, Pkl. 17:06 Wita. 
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antar susunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi, dan 
keanekaragamannnya dalam menjalankan amanah otonomi daerah 
secara bertanggung jawab. Beranjak dari gagasan tersebut, maka penulis 
ingin mengetahui lebih jauh dan melakukan penelitian yang disajikan 
dalam bentuk karya ilmiah dengan judul skripsi, yaitu “Perbandingan 
Pemerintahan Desa dan Kelurahan Di Kabupaten Luwu Ditinjau dari 
Perspektif Otonomi Daerah” 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan 
beberapa masalah yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana kelengkapan perangkat pemerintahan pada tingkat Desa 
dan Kelurahan di Kabupaten Luwu ? 
2. Sejauh mana efektivitas jalannya pemerintahan Desa dan Kelurahan 
di Kabupaten Luwu ? 
 
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui kelengkapan pemerintahan pada 
tingkat Desa dan Kelurahan di Kabupaten Luwu. 
b. Untuk mengetahui perbandingan dan menganalisis sejauh 
mana efektivitas jalannya pemerintahan Desa dan 




1.3.2.  Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam 
perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam 
bidang Hukum Tata Negara terkait Otonomi Daerah, Desa 
dan Kelurahan. Selain itu, diharapkan juga hasil penelitian ini 
dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat 
bagi kalangan birokrasi pemerintahan, akademisi, serta bagi 





2.1.  Kabupaten Luwu 
2.1.1.  Sejarah Singkat Kabupaten Luwu 
Kabupaten Luwu saat ini yang beribukotakan Belopa sejak awal 
adalah bagian Integral dari Kerajaan Luwu yang semulanya berkedudukan 
di Ussu Malili (sekarang masuk wilayah Luwu Timur) sebagai pusat 
pengendalian pemerintahan yang dipimpin Payung (Raja) Luwu Pertama. 
Dalam dinamika perkembangan sejarah Kedatuan Luwu, Were’ atau 
ibukota sebagai pusat pengendalian pemerintahan kedatuan Luwu telah 
berpindah tempat beberapa kali antara lain pertama ke Manjapai 
(sekarang wilayah Kabupaten Kolaka Utara), kedua Cilallang Kamanre 
(sekarang Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu), ketiga,  Patimang 
Kecamatan Malangke, dan keempat atau terakhir Palopo (kota otonom). 
Pada  saat ibu kota pemerintahan Kedatuan Luwu berkedudukan di 
Kamanre, Datu menempatkan petugas Kedatuan, (pabbate-bate rilaleng 
pare) di Bajo dengan gelar Sanggaria Bajo, yang  bertugas mengawasi 
dan mengontrol keamanan lalu lintas perdagangan di Belopa dan 
Lamunre melalu pelabuhan ulo-ulo.  
Oleh karena tuntutan kebutuhan pemerintahan Kedatuan Luwu, 
maka sebelum abad ke-16 Masehi, diadakan reorganisasi sistem 
pemerintahan Kedatuan Luwu yang  membentuk tiga wilayah besar yang  
 
 8 
dipimpin oleh anak Tellue, yaitu: 
a. Wilayah Makkole Baebunta dipimpin oleh Opu Makkole 
Baebunta meliputi Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur sampai 
Kab. Marowali Poso Sulawesi Tengah. 
b. Wilayah Maddika Bua dipimpin oleh Opu Maddika Bua meliputi 
Kec Bua, Bastem, Kab. Tana Toraja, Kab. Kolaka Utara, dan 
Walenrang-Lamasi. 
c. Wilayah Maddika Ponrang dipimpin oleh Opu Maddika Ponrang 
meliputi Kec, Ponrang, Bupon, Latimojong, Kamanre, Bajo, 
Belopa, Suli, Suli Barat, Larompong/Larompong Selatan. 
Dalam fase ini Belopa berada pada wilayah Kemadikaan Ponrang, 
dalam momentum penting lainnya, wilayah Belopa tepatnya dikampung 
senga di bentuk salah satu “lili passiajingeng” atau wilayah kekerabatan 
dalam Kedatuan Luwu, sehingga mulai saat itu Belopa berada dalam 
wilayah “lili passiajengeng” Opu Arung Senga atau wilayah yang 
berlangsung berada dibawa koordinasi Datu Luwu karena berada diluar 
koordinasidari salah satu anak Tellue (sejenis daerah khusus istimewa di 
pemerintahan sekarang). Perkembangan tersebut diatas tidak diketahui 
secara pasti keadaannya, sampai masuknya islam dan penjajah Hindia 
Belanda di wilayah kerajaan Luwu.6 
                                                          
6 Sejarah Singkat Belopa Sebagai Ibu Kota, diakses pada laman website: 
http://luwuinfo.blogspot.com/2011/10/sejarah-singkat-belopa-sebagai-ibu-
kota_13.html, 12 Desember 2013, 12.00 Wita. 
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Berikut Fase sejarah Kerajaan Luwu hingga terbentuknya 
Kabupaten Luwu:7 
a. Masa Kerajaan Hindia Belanda 
Pada tahun 1905, Pemerintah Hindia Belanda berhasil 
menduduki pusat Kedatuan  Luwu di Palopo, setelah terlebih 
dahulu melalui serentetan pertempuran, berselang beberapa 
waktu kemudian maka di Bajo ditempatkan seseorang pejabat 
Hindia Belanda yang disebut “Tuan Petoro Kecil” dengan 
wilayah kekuasaan yang  disebut “Distrik” dari wilayah 
kekuasaan Kedatuan Luwu bagian Selatan, yang sebelumnnya 
secara De Facto menjadi wilayah Opu Sanggaria Bajo, dimana 
didalamnya terdapat Belopa dan Pelabuhan Ulo-Ulo, beserta 
daerah-daerah lainnya di wilayah Kedatuan Luwu bagian 
Selatan. 
Oleh karena kepentingan penjajah pemerintah Hindia 
Belanda, maka Belopa tetap diberi posisi penting, baik karena 
letak geografis, maupun karena didukung oleh pelabuhan Ulo-
ulo, yang dapat memperlancar perdagangan rakyat  antara 
pulau. Begitu pentingnya Belopa dalam pandangan pemerintah 
Hindia Belanda sehingga Tuan Petoro Kecil yang 
berkedududkan di Bajo, sangat mendukung Belopa sebagai 
daerah agraris dan sentra perdagangan hasil bumi di bagian 
selatan. Tetapi, pada sisi lainnya ruang gerak masyarakat itu di 
                                                          
7  Ibid. 
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batasi kebebasannya, dan inilah yang menjadi salah satu 
pemicu munculnya gerak nasionalisme dari seluruh lapisan 
masyarakat, termasuk “Srikandi Luwu Dari Belopa ” yaitu, Opu 
Dg. Risadju. 
b. Masa Pendudukan Jepang 
Pada tahun 1942 Jepang berhasil menghalau pemerintah 
Hindia Belanda, namun sistem pemerintahannya hampir sama 
dengan sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemrintah 
Hindia Belanda, tetapi rakyat akan lebih legah, karena diberi 
kebebasan berusaha, bercocock  tanam dan nelayan. Keadaan 
tersebut memberi suasana baru bagi masyarakat yang 
mendiami Bajo-Belopa dan sekitarnya, sehingga hasi-hasil bumi 
masyarakat Belopa dan sekitarnya yang dikenal dengan nama 
Tana Manai lebih meningkat , dan inilah yang member motivasi 
sehingga Belopa dan sekitarnya, diberi julukan “Pabbarasanna 
Tana Luwu” atau lumbung pangan Tanah Luwu. 
c.  Masa kemerdekaan dan Pergolakan DI-TII 
Pasca pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda pada tanggal 
29 Desember 1949 Kab. Luwu pada umumnya dan Tana Manai 
pada khususnya, dilanda gangguan keamanan dengan 
pergolakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DI-TII) Pada 
masa tersebut meskipun Belopa berada dalam wilayah distrik 
Bajo dari Onder Afdeling Palopo, tetapi secara De Facto 
kegiatan pemerintahan dan upaya pemulihan keamanan tetap 
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berpusat di Belopa, sampai berakhirnya pergolakan DI-TII 
sekitar  tahun 1962. 
d. Masa pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) 
Dengan berlakunya UU.Darurat Nomor 3 Tahun 1957 
tentang Penghapusan Sistem Pemerintahan Swapraja dan 
terpisahnya Tana Toraja dari Kab. Luwu, maka praktis system 
pemerintahan Swapraja menjadi hapus, disertai berakhirnya 
pula pemerintahan sistem kerajaan Luwu. Datu Luwu Andi 
DJemma langsung menjadi Bupati/Datu Luwu kala itu. Dengan 
berlakunya UU Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat (Dati) II di Sulawesi sistem pemerintahan 
Swatantra  dihapus. 
Pada waktu itu wilayah Kabupaten Luwu (Dati II)  dibentuk 
16 Kecamatan dan salah satu di antaranya adalah Kecamatan 
Bajo dengan ibukotanya Belopa, sesuai keputusan Gubernur 
Kepala Dati I Sulawesi Selatan  dan Tenggara Nomor: 2067 A 
Tahun 1961 Tanggal 19 Desember 1961 oleh karena Belopa 
mengalami perkembangan pesat di berbagai bidang, maka 
Belopa ditingkatkan statusnya menjadi kecamatan pada tahun 
1983, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 
1983, pada perkembangan berikutnya di bentuk pembantu 
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Bupati wilayah III yang  berkedudukan di Belopa pada Tahun 
1993. 
e. Masa Pasca Reformasi 1998 Hingga Sekarang 
Sebagai konsekuensi logis lahirnya UU Nomor 12 Tahun 
1999, sebagai tanda pelaksanaan otonomi daerah, mekarlah 
Kabupaten Luwu Utara dengan ibukota Masamba, berdasarkan 
UU Nomor 13 Tahun 1999. Bahkan sesudah itu kota Palopo 
sebagai ibukota Kab.Luwu ditingkatkan statusnya menjadi kota 
otonom, dengan lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2002. Pada 
waktu itu kota Palopo berfungsi ganda disamping sebagai 
ibukota induk juga sebagai ibukota otonom Palopo hasil 
pemekaran. Dengan berpedoman peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka diupayakan pemindahan ibu kota 
Kab. Luwu dari Palopo ke Belopa. 
Sebagai penguatan dan respon pemerintahan daerah dan DPRD 
Kab. Luwu atas aspirasi masyarakat tersebut, sehingga pelantikan Bupati  
dan Wakil Bupati periode 2004-2009 pada tanggal 13 Februari 2004 
ditempatkan di kota Belopa. Dengan mengangkat Drs, H. Basmin 
Mattayang, M.Pd dan Ir. Bahrum Daido menjadi Bupati Luwu dan Wakil 
Bupati Luwu yang pertama dilantik di kota Belopa. 
Pemindahan ibukota Kab.Luwu dari Kota Palopo ke Belopa sesuai 
surat Bupati Luwu Nomor: 180 / 46/HUK/2004 Tanggal 1 April 2004, 
DPRD Kab. Luwu menindak lanjuti dengan keluarnya surat keputusan 
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DPRD Kabupaten Luwu Nomor: 18 Tahun 2004 Tanggal 15 April 2004.  
Akhirnya  pada tanggal 13 Februari 2006 kota Belopa di resmikan jadi ibu 
kota Kab. Luwu oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Dalam dinamika 
pemerintahaannya, Kabupaten Luwu untuk pertam kalinya diadakan 
pemilihan langsung Kepala Daerah pertama, dan kemudian Ir. H. Andi 
Mudzakkar sebagai bupati terpilih periode 2009-2014. 
 
2.1.2. Kondisi Geografi Kabupaten Luwu  
Kabupaten Luwu memiliki luas wilayah secara keseluruhan 
3.098,97 km,  yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Luwu Utara 
di sebelah utara, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Sidenreng Rappang di 
sebelah selatan, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Tana Toraja di 
sebelah barat, serta Teluk Bone di sebelah Timur.8 Secara geografi 
Kabupaten Luwu terletak pada koordinat antara 2°3’45” sampai 3°37’30” 
LS dan 119°15” sampai 121°43’11”. Kabupaten Luwu memiliki wilayah 
geografis yang unik karena wilayahnya terbagi dua yang dipisahkan oleh 
sebuah daerah otonom yakni Kota Palopo, ada pun daerah yang terpisah 
tersebut adalah wilayah Walenrang dan Lamasi atau yang juga dikenal 
dengan sebutan Walmas.9 Wilayah Kabupaten Luwu terbagi ke dalam  20 
kecamatan, 155 desa, 21 kelurahan. 
 
 
                                                          
8  Wikipedia. Kabupaten Luwu, diakases pada laman website: 
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Luwu, 12 Desember 2013, 12.13 Wita. 
9  Ibid. 
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2.2   Otonomi Daerah 
2.2.1 Pengertian Otonomi Daerah 
Pengertian otonomi secara etimologis berasal dari kata 
aoutonomus atau otonomia (Yunani) yang berarti “keputusan sendiri” (self 
ruling). Otonomi dapat mengandung pengertian antara lain: kondisi atau 
ciri untuk tidak dikontrol oleh pihak lain; atau bentuk pemerintahan sendiri 
(self government), yaitu hak untuk memerintah atau menentukan nasib 
sendiri (the right of self government) atau self determination. Dengan 
demikian otonomi bermakna kebebasan dan kemandirian daerah dalam 
menentukan langkah-langkah sendiri.10 
Koesomahatmadja berpendapat bahwa, perkembangan sejarah di 
Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan (regeling) juga 
mengandung arti pemerintah (bestuur). Lebih jauh literatur Belanda 
menjelasakna bahwa otonomi berarti pemerintahan sendiri (zelfregeling) 
yang oleh Van Vollenhoven dibagi atas membuat undang-undang sendiri 
(zelfwetgeving),   melaksanakan sendiri (zelfuitvoering), mengadili sendiri 
(zelfrechtpraak), dan menindak sendiri (zelfpolitie).11 
Sedangkan J. Wajong mendefinisikan otonomi daerah sebagai 
kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus 
daerah  dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan 
                                                          
10  Azikin Soelthan, Dinamika Otonomi Daerah, Makassar: LP3M Intim, 2007, Hlm. 45. 
11  Berna Sudjana Ermaya. Kerjasama Desa dalam Kerangka Otonomi Berdasarkan UU 
Nomor 32 tahun 2004. Jurnal Litigasi Volume 13 Nomor 2, Oktober 2012. Hlm. 1559-
1560. 
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berpemerintahan sendiri.12 Sementara itu, Ateng Syarifuddin mendukung 
pandangan Wajong, tetapi penekanannya pada kebebasan dan bukan 
kemerdekaan. Namun kebebasan itu terbatas karena merupakan 
perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertangung-
jawabkan.13 
Seacara formil, berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa:  
“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan.” 
 
 
2.2.2. Tujuan Otonomi Daerah 
Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, tujuan otonomi daerah yaitu 
untuk memberdayakan daerah termasuk masyarakat, peran sertanya 
menumbuhkembangkankan demokrasi, pemerataan dan keadilan serta 
persatuan dan kesatuan nasional dengan mengingat asal-usul suatu 
daerah, kemajemukan, dan karakteristik serta potensi daerah dalam 
kerangka Nagara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).14 
Sarundajang (1999: 34-35) menyebutkan bahwa pemberian 
otonomi daearah memeliki empat tujauan, yakni: 
1. Dari segi politik: mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan 
aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, 
ataupun untuk mendukung politik dengan kebijakan nasional 
                                                          
12 Martin Jimung. Politik Lokal dan Pmerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi 
Daerah., Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2005.  Hal. 38. 
13  Ibid.  
14  Azikin Soelthan,  Op.Cit., hlm. 48. 
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dalam rangka pembangunan dalam proses demokrasi dilapisan 
bawah; 
2. Dari segi pengelolaan pemerintah: meningkatkan daya guna 
dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam 
meberikan pelayan kepada masyarakat; 
3. Dari segi Kemasyarakatan: meningkatkan partisipasi dan 
menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan 
usaha-usaha pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat 
makin mandiri dan tidak terlalu banyak tergantung pada 
pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat 
dalam proses penumbuhannya; serta 
4. Dari segi ekonomi pembangunan: melancarkan pelaksanaan 
program pembangunan guna tercapainya kesejahteran rakyat.15 
Dengan demikian, inti konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah 
upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari 
kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. 
Sehingga tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan 
penerapan otonomi daerah yang luas dan kelangsungan pelayanan publik 
tidak diabaikan, serta memelihara kesinambungan fisikal daerah. Dengan 
kata lain mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan 
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta 
                                                          
15  Ishak. Politik Masyarakat dalam Era Otonomi Daerah, Jakarta: Penaku,2010. Hlm. 21-
22. 
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peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi 
dan pemerataan keadilan.16 
Namun untuk sampai kepada tujuan yang diinginkan, pelaksanaan 
otonomi daerah Menurut HAW Widjaja, sangat tergantung pada 
kemampuan para penyelenggara negara pada tingkat pusat dan daerah 
untuk memenuhi prasyarat yaitu, adanya kesiapan sumberdaya manusia 
yang berkeahlian, sumber dana yang pasti untuk membiayai berbagai 
urusan pemerintahan, dan pelayanan masyarakat sesuai kebutuhan dan 
karakteristik daerah.17   
 
2.2.3.  Asas Penyelenggaran Otonomi Daerah 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan dikenal adanya tiga asas 
penting dalam rangka pembagian kekuasaan yang besifat teritorial, atau 
yang di istilahkan oleh Samuel P.Hington dan banyak sarjana lainnya 
sebagai Areal Division of Power  yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan 
tugas pembantuan atau medebewin.18 
Pada intinya otonomi daerah, merupakan kehendak untuk 
memperbaharui hubungan pemerintah pusat dengan pemerintahan 
daerah. Perubahan corak hubungan semula titik tekannya pada asas-asas 
dekonsentrasi dan pembantuan (medbewind) menjadi berpokok pada 
asas desentralisasi. Itu berarti bahwa, dengan corak hubungan yang baru 
                                                          
16  Azikin Soelthan, Op.Cit., Hal. 49. 
17  HAW Widjaja, Op.Cit., Hal. 15-16. 
18  Jimly Asshiddiqie. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Bhuana Ilmu 
Populer, 2008. Hlm.423. 
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itu, hal-hal yang berkaitan dengan sifat pemberian kewenangan dan 
implikasinya pada perbedaan kewenangan antara pusat, propinsi dan 
kabupaten/kota juga berubah.19 
Dalam konteks sistem penyelenggaraan  pemerintahan, istilah 
dekonsentrasi, tugas pembantuan, otonomi, dan desentralisasi sering 
digunakan secara campur aduk. Secara akademik istilah-istilah ini dapat 
dibedakan, namun secara praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan 
tidak dapat dipisahkan. Adapun asas yang digunakan dalam otonomi 
daerah yaitu: 
a. Asas Desentralisasi 
Otonom daerah hanya dapat diimplementasikan dalam 
sistem pemerintahan berdasarkan desentralisasi. Kata 
desentralisasi berasal dari bahasa  latin yang terdiri dari dua 
penggalan kata, “de” yang berarti lepas dan “centrum” berarti 
pusat. Jadi desentralisasi secara harafiah berarti melepaskan 
diri dari pusat.20 
 Menurut Koswara,21 antara desentralisasi dan otonomi 
dapat dibedakan, desentralisasi mempersoalkan pembagian 
wewenang kepada organ-organ penyelenggaraa negara, 
sedangkan otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian 
wewenang tersebut. Desentralisasi pada dasarnya adalah 
pelimpahan atau penyerahan kekuasaan atau wewenang di 
                                                          
19  Abdul Aziz Hakim, Distorsi Sistem Pemberhentian (Impiechment) Kepala Daerah Di 
Era Demokrasi Langsung, Yogyakarta: Toga Press,  2006, Hlm. 73 
20  Azikin Solthan, Op.Cit Hlm. 49. 
21Azam Awang. “Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa”. Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2010, Hlm. 51. 
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bidang tertentu secara vertikal. Dari intansi/lembaga/pejabat 
yang lebih tinggi kepada instansi/lembaga bawahanannya, 
sehingga yang diserahi wewenang kekuasaan tersebut berhak 
bertindak atas nama sendiri dalam urusan tertentu. Dalam 
sistem desentralisasi sebagaian kewenangan pemerintah 
dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Pengertian 
umum desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan 
pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan. 
Sarundjajang menambahkan bahwa, desentralisasi 
mempunyai dua makna, yaitu sebagai pelimpahan wewenang 
(delegation) dan pengalihan kekauasaan (devolution). 
Delegation menyangkut penyerahan tanggung jawab kepada 
bawahan untuk mengambil keputusan berdasarkan kasus yang 
dihadapi, tetapi pengawasannya tetap berada di tangan 
pemerintah pusat (hampir sama dengan dekonsentrasi). 
Devolution  mempunyai makna yang berbeda, dimana seluruh 
tanggung jawab untuk kegiatan tertentu diserahkan sepenuhnya 
kepada penerima wewenang.22 
Sedangkan menurut Azam Awang, Desentralisasi terbagi 
menjadi dua, yaitu desentralisasi territorial dan desentralisasi 
fungsional. Desentralisi teritorial berarti pelimpahan wewenang 
dari pemerintah pusat di dalam negara. Desentralisasi teritorial 
berarti pelimpahan wewenang kepada organisasi fungsional 
                                                          
22 Ibid. 51-52 
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(teknis) yang secara langsung berhubungan denga masyarakat. 
Jadi dengan demikian desentralisasi adalah pendelegasian 
wewenang dari pusat kebagian-bagiannya, yang bersifat 
kewilayahan maupun kefungsian. Prinsip ini mangacu kepada 
fakta adanya span of control dari organisasi pemerintahan 
(struktur birokrasi).23 
Sementara dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 7 
menyebutkan bahwa:  
“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan 
oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.” 
 
Sehingga Haw Widjaja menyimpulkan bahwa, oleh karena 
otonomi daerah  adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum 
yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi masyarakat. Desentralisasi sebenarnya menjelma di 
dalam otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan 
berbagai masalah. Dan pemberian layananan bersifat lokalitas 




                                                          
23  Ibid. 
24  HAW Widjaja. Op.cit., Hal. 23 
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b. Dekonsentrasi 
Jika pada suatu negara pemerintahan pusat dalam 
menjalankan semua tugas dan wewenang pemerintahan, untuk 
menyelenggarakan seluruh kepentingan rakyat meliputi seluruh 
wilayah negara, memberikan kepada pejabat-pejabat bawahan 
yang ada di daerah tugas dan wewenang tersebut dalam hal 
yang demikian dikatakan bahwa pada negara itu digunakan 
asas dekonsentrasi. Dengan demikian terjadilah pemindahan 
tugas dan wewenang pemerintahan, dari pemerintah pusat 
kepada pejabat bawahan dalam rangka hirarkis kepegawaian 
daerah25  
Dekonsentrasi merupakan prinsip sistem pemerintahan, 
dimana terjadi pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah 
pusat kepada alat-alat pemerintahan pusat yang ada di suatu 
wilayah dalam hubungan hirarkis antara atasan dan bawahan, 
untuk secara bertingkat menyelenggarakan urusan 
pemerintahan pusat di wilayah itu, menurut kebijakan serta 
beban biaya dari pemerintah pusat. Alat pemerintah pusat yang 
ada disuatu wilayah tersebut bertugas hanya sebagai 
peneyelenggara adminstratif.26  
 
                                                          
25 Abdul Aziz Hakim, Op. Cit Hlm. 67 
26 Ibid 
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Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 bagian 8 
meneyebutkan bahwa: 
“Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang 
pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai 
wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di 
wilayah tertentu.” 
 
Dengan demikian asas dekonsentrasi merupakan, 
manifestasi  dari penyelenggaraan pemerintahan negara, yang 
mempergunakan asas desentralisasi yang dipersempit atau 
diperhalus.27 
c. Asas Tugas Pembantuan 
Selain asas dekonsentrasi dan desentralisasi yang dipakai 
dalam sistem pemerintahan daerah, terdapat juga asas tugas 
pembantuan (medebewin) yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah untuk ikut melaksanakan tugas pemerintah pusat atau 
pemerintah daerah atasannya seperti yang dijelaskan 
sebelumnya. 
Tugas pembantuan adalah tugas pemerintahan daerah, 
untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan, 
yang ditugaskan pemerintah pusat atau pemerintah tingkat 
atasannya, dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 
tugas itu kepada yang menugaskannya. Tugas pembantuan 
dapat pula dartikan sebagai pelimpahan wewenang perundang-
                                                          
27 Ibid, Hlm. 68 
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undangan, untuk membuat peraturan daerah, menurut garis 
kebijaksanaan dari pemerintah pusat.28 
 UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka (9) menyebutkan 
bahwa: 
“Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah 
kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi 
kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah 
kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas 
tertentu.” 
 
Dalam Pembagian urusan pemerintahan, pemerintahan 
daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh 
undang-undang pemerintahan daerah ditentukan menjadi 
urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan 
pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah yang 
dimaksud,  pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-
luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas 
pembantuan.29 
Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah 
(pusat) meliputi:30 
a. Politik luar negeri; 
b. Pertahanan; 
c. Keamanan; 
                                                          
28 Ibid, Hlm. 68-69 
29 Lihat, UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 10 ayat (1)  dan (2) 
30 Ibid,  Pasal 10 ayat (3)  
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d. Yustisi; 
e. Moneter dan fiskal nasional; dan 
f. Agama. 
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah 
menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian 
urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil 
pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada 
pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.31 
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan 
kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan 
memperhatikan keserasian hubungan antar susunan 
pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan  
merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara 
pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan 
kota atau antar pemerintahan. daerah yang saling terkait, 
tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan. 
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan 
daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang 
berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan 
secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah.32 
                                                          
31   Pasal 10 ayat (4) 
32  Pasal 11 ayat (1) sampai dengan (4) 
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Tugas Pembantuan pada dasarnya, merupakan 
keikutsertaan daerah atau desa, termasuk masyarakatnya atas 
penugasan atau kuasa dari pemerintahan pusat, atau 
pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan 
pemerintahan dibidang tertentu,33 sehingga menurut Jimly 
Asshiddique,34 Agar hubungan antar pusat dan daearah tetap 
terpelihara, harus dengan melakukan pengawasan untuk 
mencegah timbulnya  perselisihan yang tidak dikehendaki. 
Adapun sifat pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah atasannya bisa preventif dan bisa represif. 
 
2.3   Pemerintahan Desa 
2.3.1 Pengertian Desa 
Desa menurut Sutardjo Kartodikusuma, adalah suatu 
kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat 
pemerintahan tersendiri. Lebih jelas Bintaro berpendapat, desa 
merupakan perwujudan atau kesatuan geografi ,sosial, ekonomi, 
politik dan kultur yang terdapat ditempat itu (suatu daerah), dalam 
hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah 
lain. 
Mengenai desa, lebih rinci Paul H. Landis mengemukakan 
bahwa, desa adalah pendudunya kurang dari 2.500 jiwa. Dengan 
ciri ciri sebagai berikut: 
a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal 
antara ribuan jiwa. 
                                                          
33  Abdul Aziz Hakim. Op. Cit., Hal. 69. 
34   Jimly Asshidiqie. Op.Cit., Hlm. 426 
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b. Ada pertalian perasaan yang sama  tentang kesukaan 
terhadap kebiasaan.  
c. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum 
yang sangat dipengaruhi alam seperti: iklim, keadaan alam 
,kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris 
adalah bersifat sambilan.35 
Sedangka dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka (12) 
mendefinisikan bahwa: 
“Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya 
disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas-batas wilayah  yurisdiksi , berwenang untuk mengatur dan 
mengurus tugas kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk 
dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di 
kabupaten/kota.” 
 
Desa yang dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004, termasuk antara 
lain Nagari di Sumatera Barat, Gampong di Provinsi NAD, Lembang di 
Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan, dan Negeri di 
Maluku.36 
Terkait desa HAW Widjaja secara filosofis menyimpulkan bahwa, 
desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 
susunan yang asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat Istimewa. 
Landasan pemikiran dalam dalam pemerintahan desa adalah 
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan 
pemberdayaan masyarakat, oleh karena itu, penyelenggaraan otonomi 
daerah tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa, 
karena pemerintahan desa merupakan subsitem dari sistem 
                                                          
35  Anonim, Makalah, 2013. Permasalahan Sosisal di Desa dan Kota.  
36  Lihat, UU Nomor 32 Tahun 2004, LN-RI Tahun 2004 Nomor 125 
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penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa mempunyai kewenangan 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. 
 
2.3.2 Pemerintah Desa 
Pemerintah desa yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, pemerintah desa terdiri atas 
kepala desa perangkat desa. Perangkat Desa terdiri dari sekretaris desa 
dan perangkat desa lainnya. Yang dimaksud dengan “perangkat desa 
lainnya” adalah perangkat pembantu kepala desa yang terdiri dari 
sekretaris desa, pelakasana teknis lapangan seperti kepala urusan dan 
unsur kewilayahan tertentu seperti kepala dusun atau dengan sebutan 
lain.37 
Berikut penjelasan perangkat desa menurut ketentuan perundang-
undangan terkait desa. 
1. Kepala Desa 
Kepala desa adalah warga Negara Republik Indonesia yang 
dipilih langsung dari dan oleh penduduk desa. Syarat-syarat 
untuk dapat dipilih dan tata cara pemlihannya diatur dalam 
Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan dengan berpedoman 
kepada peraturan pemerintah. Calon kepala desa yang 
memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa, 
                                                          
37 Pasal 202 ayat (2) 
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ditetapkan sebagai kepala desa.38 Khusus mengenai desa 
dalam wilayah  kesatuan masyarakat hukum adat  seperti yang 
dimaksud dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945, maka sistem 
pemilihan kepala desanya didasarkan atas ketentuan hukum 
adatnya sendiri yang ditetapkan dalam Perda. Pemilihan kepala 
desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak 
tradisionalnya tersebut, sepanjang masih hidup  dan yang diakui 
keberadaannya  berlaku ketentuan hukum adat setempat yang 
ditetapkan dalam Perda dan berpedoman pada Peraturan 
Pemerintah.39 
Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat 
dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. 
Masa jabatan Kepala Desa dalam ketentuan ini dapat 
dikecualikan bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang 
keberadaannya masih hidup dan diakui yang ditetapkan dalam 
Perda.40  Kepala desa terpilih dilantik oleh bupati/walikota paling 
lambat 30 hari setelah pemilihan. Sebelum memangku 
jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji.  
Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai 
berikut:41 “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa 
saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa 
                                                          
38 Ibid. Pasal 202 ayat (1) dan ayat (2) 
39 Ibid. Pasal 203 ayat (3) 
40 Ibid. Pasal 204  
41 Ibid. Pasal 204 ayat (3) 
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dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; 
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan 
mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa 
saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-
Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan 
perundang-undangandengan selurus-lurusnya yang berlaku 
bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 
Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam 
melaksanakan tugas  Desa mempunyai wewenang:42 
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa 
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; 
b. Mengajukan rancangan peraturan desa; 
c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat 
persetujuan bersama BPD; 
d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa 
mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan 
bersama BPD; 
e. Membina kehidupan masyarakat desa; 
f. Membina perekonomian desa; 
g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara 
partisipatif; 
                                                          
42  Lihat PP Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Desa Pasal 14 ayat (1) dan (2) 
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h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan 
dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan; dan 
i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
2. Sekretaris Desa 
Dalam PP Nomor 45 Tahun 2007 Pasal 1 angka 3 Tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa 
Menjadi Pegawai Negeri Sipil mennyebutkan bahwa;  
“Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang bertugas 
membantu kepala desa dalam bidang tertib administrasi  
pemerintahan dan pembangunan serta pelayan masyarakat.” 
 
Sekretaris desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)  yang 
memenuhi persyaratan.43  
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 
25 ayat (1),  persyaratan sekretaris desa yaitu: 
a. Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat; 
b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan; 
c. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi 
perkantoran; 
d. Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan 
dan di bidang perencanaan; 
e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan 
f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan. 
                                                          
43 Lihat, UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 203 ayat (3) 
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Sekretaris desa yang ada selama ini bukan PNS secara 
bertahap diangkat menjadi PNS yang ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah tersendiri.44 Terkait sekretaris desa Jimly 
Assidhiqqie berpendapat, status sebagai pegawai negeri sipil ini 
di beberapa daerah dinilai menimbulkan masalah, karena  
sekretaris desa tersebut tidak tunduk kepada kepala desa 
sebagai atasannya, melainkan harus tunduk kepada atasan 
dalam pengertian hukum kepegawaian. 45 
 
2.3.3 Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Lain 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan 
peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan 
aspirasi masyarakat.46 Anggota badan permusyawaratan desa adalah 
wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara 
musyawarah dan mufakat. Pimpinan badan permusyawaratan desa dipilih 
dari dan oleh anggota badan permusyawaratan desa. Masa jabatan 
anggota badan permusyawaratan desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat 
dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata 
cara penetapan anggota dan pimpinan badan permusyawaratan desa 
diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.47  
                                                          
44  Lihat, PP Nomor 72 Tahun 2005. Pasal 103 ayat (3)  
45  Jimly Asshiddiqie. Op.Cit,. Hlm. 501 
46  Lihat, UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 209. 
47  Pasal 210 ayat (1) sampai dengan (3) 
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Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan 
dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan 
perundangundangan. Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu 
pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan 
masyarakat desa.48 
Dalam Pasal 35 ayat (5) PP Nomor 72 Tahun 2005, BPD 
mempunyai wewenang sebagai berikut: 
a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; 
b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan 
desa dan peraturan kepala desa; 
c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; 
d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa; 
e. Menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan 
f. Menyalurkan aspirasi masyarakat; dan 
g.  Menyusun tata tertib BPD. 
Jika melihat fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh BPD dan 
keberadaan lembaga desa lainnya, pada hakekatnya merupakan wujud 
kongkrit dari demokrasi lokal. Sebab melalui BPD masyarakat 
dimungkinkan terlibat secara nyata, menjalankan, mengatur, mengontrol, 
dan menentukan arah pembangun desa dalam mencapai kesejahteraan 
bersama.  
                                                          
48 Ibid. Pasal 210 ayat (1) dan (2) 
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Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan 
dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan 
perundangundangan. Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu 
pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan 
masyarakat desa.49 
Dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 92 menyebutkan, lembaga 
kemasyarakatan mempunyai fungsi : 
a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam 
pembangunan; 
b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan 
masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 
c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah 
kepada masyarakat; 
d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan 
pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; 
e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, 
serta swadaya gotongroyong masyarakat; 
f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dang. 
pemberdayaan hak politik masyarakat. 
Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari 
anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan 
kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat. Susunan dan jumlah 
pengurus lembaga kemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan.50 
                                                          
49 Ibid. Pasal 211 ayat (1) dan (2) 
50 Lihat, PP Nomor 72 Pasal 94 ayat (1) dan (2), dan Pasal 95 
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Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan 
desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.51 
 
2.3.4 Keuangan Desa 
 Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat 
dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun 
berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut 
menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa. 
Sumber pendapatan terdiri atas: 52 
a. Pendapatan asli desa; 
b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; 
c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah 
yang diterima oleh kabupaten/kota; 
d. Bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah 
kabupaten/kota; 
e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. 
Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan 
pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan 
keuangan desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam 
peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. 
                                                          
51 Ibid. Pasal 95 
52 Lihat, UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 212 ayat (1) sampai dengan (3) 
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Pedoman pengelolaan keuangan ditetapkan oleh bupati/walikota dengan 
berpedoman pada peraturan perudang-undangan.53 
Selain itu, Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai 
dengan kebutuhan dan potensi desa. Badan usaha milik desa  
berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Badan usaha 
dimaksud, misalnya, dapat berbentuk koperasi atau perseroan sesuai 
dengan kebutuhan dan kemampuan desa. Menurut ketentuan undang-
undang, badan usaha milik desa dapat melakukan pinjaman sesuai 
peraturan perundang undangan.54 
 
2.3.5 Kewenangan Desa 
Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki  kewenangan 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat hukum memiliki 
kewenangan untuk mengatur  dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat  setempat yang diakui 
dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.55 
Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik 
maupun hukum perdata, memeiliki kekayaan. Harta benda, dan 
bangunan, serta dapat dituntut  dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, 
kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai 
                                                          
53  Pasal 212 ayat (4) sampai dengan (6) 
54  Pasal 212 ayat (1) sampai dengan (3) 
55  Berna Sudjana Ermaya. Op.Cit., Hlm. 1564. 
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wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan 
perjanjian. 56 
Esensi kewenangan menurut Solekhan itu juga mengandung 
keputusan politik (alokasi) dan keputusan administratif (pelaksanaan) yang 
mencakup mengatur, mengurus, dan tanggung jawab. Karena Desa 
merupakan bagian dari subsistem pemerintahan kabupaten/kota, 
menurutnya, menegaskan.”tidak ada teori dan asas yang membenarkan 
penyerahan kewenangan/urusan dari pemerintah kabupaten kota kepada 
desa”. Di sisi lain, konstitusi juga tidak menetapkan desentralisasi 
kewenangan desa. Oleh karena itu, kewenangan desa itu hanya 
didasarkan pada asas rekognisi (pengakuan) dan subsidaritas, dan bukan 
asas desentralisasi.  
Solekhan berpendapat, menurut Tim Penyusun Naskah Akademik 
Rancangan Undang-Undang tentang Desa, kewenangan desa yang 
utama yaitu:57  
1) Kewenangan asal-usul yang diakui oleh Negara mengelola 
asset (sumber daya alam, tanah ulayat, tanah kas desa) dalam 
wilayah yusrisdiksi desa, mebentuk struktur pemerntahan desa 
dengan mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan 
sengketa secara adat, dan melestarikan adat dan budaya 
setempat. 
                                                          
56  HAW. Widjaja. Op.Cit,. Hlm.3. 
57  Ibid. Hlm. 1565 
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2) Kewenangan melekat (atribut mengatur dan mengurus 
kepentinagan masyarakat setempat yang berskala local (desa), 
perencanaan pembangunan dan tata ruang desa, 
menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa, membentuk Badan 
Permusyawaratan Desa, mengelola APBDes, membentuk 
lembaga kemasyarakatan, mengembangkan BUMDes, dan 
lain-lain. 
Selain itu, ada dua jenis kewenangan (urusan) yang bersifat 
tambahan yakni: kewenangan dalam tugas pembantuan (delegasi) yang 
diberikan oleh pemerintah. Prinsip dasarnya, dalam tugas pembangunan 
ini desa hanya menjalankan tugas-tugas administratif (mengurus) di 
bidang pemerintahan dan pembangunan yang diberikan pemerintah.58 
Kewenangan desa secara umum diatur dalam pasal 7 PP Nomor72 
Tahun 2005 tentang Desa, urusan pemerintahan yang dibedakan menjadi 
kewenangan desa, dibedakan menjadi: 
a. Urusan pemerintahan  yang sudah ada berdasarkan hak asal 
usul desa; 
b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; 
c. Tugas pembantuan dari Pemerntah, Pemerintah Provinsi, dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota; dan 
                                                          
58 Ibid. 
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d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-
undangan diserahkan kepada desa. 
 
2.4.  Pemerintahan Kelurahan 
2.4.1 Pengertian Kelurahan 
 Kelurahan pertama kali dikenal ketika rezim pemerintahan orde baru 
menngeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1979 yang menyebutkan bahwa, 
kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk 
yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah 
Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. 
 Seiring dengan dinamika pemerintahan daerah di Indonesia 
pengaturan kelurahan juga ikut berubah. UU ini kemudian dengan tegas 
dicabut setelah diterbitkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang 
Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan UU Nomor 32 
Tahun 2004. Kelurahan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak 
didefinisikan secara jelas dan hanya disebutkan bahwa, kelurahan 
dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada 
Peraturan Pemerintah.  
2.4.2  Pimpinan Kelurahan 
Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada pupati/walikota melalui Camat. Lurah diangkat 
oleh bupati/walikota atas usul camat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).59 
                                                          
59Lihat,  PP Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Pasal 2 ayat (2) dan (3) 
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Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu Lurah melaksanakan 
urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota. Urusan 
pemerintahan yang dilimpahkan  disesuaikan dengan kebutuhan 
kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan 
akuntabilitas, disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan 
personil. Pelimpahan urusan pemerintahan ditetapkan dalam peraturan 
bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan menteri.60 
Yang dimaksud dengan urusan pemerntahan adalah, pelaksanaan 
urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat. 
Urusan pembangunan yaitu, pemberdayaan masyarakat dalam 
penyediaan sarana prasarana fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, 
irigasi, dan pasar sesuai. Sedangkan urusan kemasyarakatan adalah 
pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya 
masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, sesuai dengan 
kewenangan yang dilimpahkan kepada lurah.61 
Dalam melaksanakan tugas, lurah mempunyai fungsi:62 a) 
Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; b) Pemberdayaan 
masyarakat; c) Pelayanan masyarakat; d) Penyelenggaraan ketentraman 
dan ketertiban umum; e) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 
umum; dan f) Pembinaan lembaga kemasyarakatan. 
                                                          
60 Ibid. Pasal 4 ayat (1) sampai dengan (3) 
61 Baca, Penjelasan PP Nomor 73 Tahun 2005 Pasal 4 ayat (1), Tambahan LN-RI Nomor 
4588 
62 Lihat, PP Nomor 73 Tahun 2005, Pasal 5 ayat (1). 
 40 
Selanjutnya, dalam Pasal 7 PP Nomor 73 Tahun 2005 disebutkan 
bahwa: 
“Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah melakukan 




2.4.3  Perangkat Kelurahan 
  Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan. Perangkat 
kelurahan terdiri dari sekretaris kelurahan dan seksi sebanyak-banyaknya 
4 (empat) seksi serta jabatan fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya, 
perangkat kelurahan bertanggungjawab kepada Lurah. Perangkat 
Kelurahan diisi dari pegawai negeri sipil yang diangkat oleh sekretaris 
daerah kabupaten/kota atas usul camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai 
struktur organisasi dan tata kerja diatur dengan peraturan daerah 
kabupaten/kota.63 
  Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggungjawab 
memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
masing-masing. Setiap pimpinan satuan kerja di kelurahan wajib membina 
dan mengawasi bawahannya masing-masing.64 
 
2.4.4  Keuangan Kelurahan 
  Dalam PP Nomor 73 Tahun 2005 Pasal 9 ayat (1) disebutkan 
bahwa, keuangan Kelurahan bersumber dari: 
a. APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat 
daerah lainnya; 
                                                          
63 Ibid.  Pasal 6 ayat (1) sampai dengan (5) 
64 Ibid. Pasal 8 ayat (1) dan (2) 
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b. Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah 
kabupaten/kota, dan  bantuan pihak ketiga; dan 
c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 
Sedangkan alokasi anggaran kelurahan yang berasal dari APBD 
Kabupaten/Kota memperhatikan faktor-faktor, sekurang-kurangnya:65 
a. Jumlah penduduk; 
b. Kepadatan penduduk; 
c. Luas wilayah; 
d. Kondisi geografis/karakteristik wilayah; 
e. Jenis dan volume pelayanan; dan 
f. Besaran pelimpahan tugas yang diberikan. 
 
2.4.5 Lembaga Kemasyarakatan 
Di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan. 
Pembentukan lembaga kemasyarakatan dilakukan atas prakarsa 
masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.66 Lembaga 
kemasyarakatan yang dimaksud seperti, Rukun Tetangga, Rukun Warga, 
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.67 Lembaga 
Kemasyarakatan  mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan 
urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan 
pemberdayaan masyarakat. 
                                                          
65  Pasal 9 ayat (2) 
66  Pasal 10 ayat 1 dan (2) 
67  Lihat, Penjelasan Pasal 10 ayat (2) 
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PP Nomor 73 Tahun 2005 Pasal 12 menyebutkan, dalam 
melaksanakan tugas lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi: 
a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat; 
b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan 
masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 
c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan 
kepada masyarakat; 
d. Penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan 
serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil 
pembangunan secara partisipatif; 
e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, 
serta swadaya gotong royong masyarakat; 
f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber 
daya serta keserasian lingkungan hidup; 
g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, 
penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja; 
h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; 
i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan 
j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara 
pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat. 
Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari 
anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan 
kepedulian dimana susunan dan jumlah pengurus disesuaikan dengan 
kebutuhan. Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah warga Negara 
Republik Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan, di mana 
keanggotaan disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan68. 
                                                          
68 Ibid. Pasal 16 dan 17 
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Tata kerja lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan Lurah bersifat 
konsultatif dan koordinatif. Hubungan kerja antar lembaga 
kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif. Sedangkan hubungan 
kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan. 
Selain itu di kelurahan juga terdapat Dewan Kelurahan yang 
merupakan lembaga konsultatif perwakilan Rukun Warga (RW),  sebagai 
wahana partisipasi masyarakat di Kelurahan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, sebagai perwujudan demokrasi di Kelurahan. Dewan 
Kelurahan merupakan mitra kerja Pemerintah Kelurahan dalam 
penyelenggaraan pemrintahan dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan 
mengenai dewan kelurahan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) 
kabupaten/kota.69 
 
2.5.  Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) 
Penerapan sistem desentralisasi (otonomi daerah) telah 
menyebabkan pula terjadinya pergeseran atau pengalihan kewenangan 
pengurusan dari pemerintah (pusat) kepada pemerintah daerah baik pada 
tataran, provinsi, kabupaten maupun kota.70 Berkaitan dengan hal ini, 
Joko Widodo (2007:3) mengemukakan bahwa, penyelenggaraan 
pemerintah telah mengalami pergeseran  dari rule government menjadi 
Good Governance, dari sebuah sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. 
                                                          
69  Perbedaaan Pemerintahan Desa dan kelurahan, diakses pada laman website: 
http://febryaristian.blogspot.com/2012/12/perbedaan-desa-dengan-
kelurahan_29.html., 14 Desember 2013, 14.13 Wita. 
70  Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan. Makassar: Identitas Unhas, 2013. Hal.3. 
 44 
Konsep dari Bank Dunia (World Bank) merumuskan bahwa kata 
governance dapat diartikan sebagai “the way state power is used in 
managing economic and social resource  for development society”. 
Dengan kata lain, “governace is process which decision are implemented 
or not implemented”. Dari pengertian tersebut diperoleh pemaknaan, 
bahwa istilah “governace” berkaitan dengan jalan atau cara bagaimana  
kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber ekonomi dan 
sosial guna kepentingan pembangunan masyarakat melalui sebuah 
pengembilan keputusan.71 
Terkait dengan itu, lebih luas Aminuddin Ilmar berpendapat, 
paradigma governance pemerintah tidak lagi sekedar  bersandar pada 
peraturan (rule) atau pemerintah (government) semata, akan tetapi juga 
sudah harus melibatkan elemen lain seperti peran sektor swasta (private 
sector) dan warga masyarakat (civil society).72 Sehingga menurutnya, 
penerapan konsep tata pemerintahan yang baik (good governance) tanpa 
disertai dengan upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur 
penyelenggara pemerintah, konsep good governance tidak akan banyak 
mengubah “wajah” penyelenggaraan pemerintah.73 
Lebih jelas lagi Aminuddin Ilmar mengemukakan, dengan 
penerapan konsep tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 
akan menjadikan relasi atau hubungan masyarakat menjadi lebih terbuka, 
sehingga penyelengaraan pemerintahan lebih demokratis, di mana proses 
                                                          
71 Ibid. Hlm. 20 
72 Ibid. Hlm 3 
73 Ibid. Hlm. 2 
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yang dibangun lebih menekankan pada pentingnya membangun proses 
pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap aspirasi dan 
kepentingan serta kebutuhan dasar masyarakat.74  
Penerapan terhadap prinsip-prinsip good governance berkenan 
dengan penyelenggaran tiga tugas dasar pemerintah yaitu: a) Menjamin 
keamanan setiap orang dan masyarakat; b) Mengelola suatu struktur 
efektif untuk sektor publik, sektor swasta dan sektor masyrakat; c) 
Memajukan saran ekonomi, sosial dan bidang lainnya dengan kehendak 
rakyat. 
Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kaitannya dengan 
prinsip good governance Melani Dwiyanti mengemukakan bahwa, prinsip 
good governance harus diterapkan dalam setiap pembuatan kebijakan 
dan pengambilan keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh birokrasi 
pemerintahan daerah dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik. Prinsip 
good governace  yang dimaksud meliputi: 
a. Prinsip Partisipasi 
Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah juga tidak 
terlepas dari partisipasi aktif anggota masyarakatnya. 
Masyarakat Daerah, baik secara kesatuan sistem maupun 
sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat 
penting dari sistem pemerintahan daerah, karena secara prinsip 
penyelenggaraan otonomi daerah ditujukan guna mewujudkan 
                                                          
74 Ibid. Hlm. 23-24 
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masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan. Oleh 
karena itu tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan 
daerah tidak saja di tangan kepala daerah, DPRD, aparat 
pelaksananya, tetapi juga di tangan masyarakat daerah 
tersebut. 
b. Prinsip Transparansi 
Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas 
untuk mengetahui berbagai informasi mengenai 
penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat mempermudah 
upaya masyarakat dalm menilai keberpihakan pemerintah 
terhadap kepentingan publik.  
c. Prinsip Akuntabilitas 
Pada prinsipnya akuntabilitas dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan selalu di tuntut dalam semua 
tahap, baik itu dalam proses penyusunan program kegiatan, 
pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi maupun hasil dan 
dampaknya. Adanya laporan kepada DPRD dan Pemerintah 
Pusat menjadi bukti bahwa adanya pertanggungjawaban 
pemerintah terhadap seluruh kegiatan maupun kebijakan yang 
dibuat dan telah dilaksanakan.75 
                                                          
75  Melani Dwiyanti Selamat, 2010, Penerapan Good Governance dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Makalah. 
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Sementara itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1929  tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme, telah menetapkan beberapa asas penyelenggaraan Negara 
yang bersih. Asas umum penyelenggaraan Negara tersebut meliputi:76 
a. Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang 
mengutamakan landasan perturan perundang-undangan, 
kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara 
Negara; 
b. Asas tata tertib penyelenggara negara adalah asas yang 
menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan kesimbangan 
dalam penegendalian penyelenggaraan negara; 
c. Asas keterbukan adalah asas yang mebuka diri terhadap 
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan 
tidak diskriminatif tentang penyelengaraan negara dengan tetap 
merhatikan perlindunagn atas hak pribadi, golongan dan rahasia 
negara; 
d. Asas proporsionalitas adalah asas yang menguatamakan 
keseimbangan anatara hak dan kewajiban penyelenggra 
negara: 
e. Asas profesionaltas adalah hak yang menguatamakan keahlian 
yang berlandaskan kode etik, dan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku; 
                                                          
76 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 
2009, Hlm. 33-34. 
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f. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap 
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaran negara 
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau 
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tinggi negara sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Untuk menilai dan mengukur kemampuan suatu daerah dalam 
berotonomi, Marzuky Nyakman dan M. Ryas Rasyid menyebutkan 5 
variabel pokok, yakni:  
a. Kemampuan keuangan daerah:  nilainya ditentukan oleh berapa 
besar pendapatan asli daerah (PAD) terhadap jumlah 
pembiayaan daerah. 
b. Kemampuan aparatur: berapa rasio jumlah pegawai  terhadap 
jumlah penduduk, masa kerja pegawai, golongan kepegawaian, 
serta pendidikan formal dan fungsional aparat. 
c. Peran serta masyarakat: bagaimana peran serta masyarakat 
dalam pembangunan desa yang menyangkut kesehatan dan 
pelayanan sosial. 
d. Variabel ekonomi daerah:  diikur dengan indikator seperti nilai 
rata-rata pendapatan per kapita dalam lima tahun terakhir serta 
berapa persentase (%) sektor-sektor pertanian, pertambangan, 
dan pemerintahan terhadap produk domestic regional bruto 
(PDRB). 
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e. Variabel demografi: Indikasinya adalah berapa pendapatan 
penduduk, pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk yang buta 
aksara, rasio ketergantungan, tempat pendidikan penduduk, 
usia muda, pendidikan yang diutamakan, dan kemungkinan 
tersedianya lapangan pekerjaaan.77 
                                                          





3.1 Tipe Penelitian 
Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian 
dilakukan secara kualitatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan 
(library research). Penelitian tipe ini sebagaimana lazim disebut studi 
dokmatik atau penelitian doktrinal (doktrinal research).78 
 
3.2 Lokasi Penelitian 
 Dalam rangka pengumpulan data, informasi dan dasar-dasar 
hukum dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian dilakukan di 
Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. 
 
3.3 Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam 
penulisan skripsi ini adalah: 
1. Wawancara (interview) yang dilakukan pada narasumber yang 
terdapat pada lokasi penelitian dan juga pakar terkait objek 
yang akan dikaji. 
2. Pengamatan (observasi) langsung di lokasi penelitian. 
3. Telaah pustaka (library research), pengumpulan intisari dari 
dokumen, buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sumber yang 
                                                          
78  Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Ed. 1 Cet. 3. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 
hlm. 24-25. 
 51 
berasal dari internet atau laporan-laporan yang berhubungan 
dengan topik permasalahan yang diteliti. 
 
3.4 Jenis Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian skripsi ini, penulis 
menggunakan dua jenis data yang bersumber dari : 
1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 
penulis secara langsung dari sumber datanya. Data primer 
tersebut disebut juga sebagai data asli atau data baru yang 
memiliki sifat up to date (kebaruan).  
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 
penulis dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder ini, 
penulis peroleh berbagai literatur-literatur yang ada yang terkait 
dengan permasalahan otonomi daerah, pemerintahan desa dan 
kelurahan.  
 
3.5 Analisis data 
Teknik analisa data yang akan penulis gunakan adalah teknik 
analisis deskriftif berlandaskan materi dan data yang berhubungan 
dengan topik pembahasan. Penulis menggambarkan dan menjelaskan 
permasalahan sesuai dengan fakta yang terjadi melalui sejumlah faktor 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Luwu 
4.1.1 Pemerintah Desa di Kabupaten Luwu 
 Pemerintahan Desa di Kabupaten Luwu diatur dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 Tahun 2007. Pada Pasal 1 angka 8 
disebutkan: 
“Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan 
oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.” 
 
Lebih lanjut dalam Pasal 1angka 9 disebutkan bahwa: 
“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa 
sebagai Unsut penyelenggara Pemerintahan Desa.” 
 
 
 Pemerintah Desa di Kabupaten Luwu terdiri dari Kepala Desa dan 
perangkat Desa Lainnya, perangkat Desa yang dimaksud adalah 
sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, yang terdiri dari kepala 
urusan, pelaksana teknis lapangan, unsur kewilayahan yang terdiri dari 
Kepala Dusun. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan 
dan kondisi social budaya masyarakat setempat. Susunan organisasi dan 
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tata kerja Pemerintahan desa ditetapkan dalam peraturan Desa.79 Berikut 
struktur organisasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Luwu (Gambar 1). 
 
Gambar 1. 
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Luwu 














Menurut Syaifullah, Selaku Kepala Badan Pemberdayaan 
Masayarakat Desa (BMPDes) Kabupaten Luwu, pengaturan pemerintahan 
Desa di Kabupaten Luwu yang diatur dalam Perda Kab. Luwu tentang 
Pemerintahan Desa, diatur Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005, dengan 
mempertimbangkan kondisi social masyarakat yang ada. Berdasarkan 
bagan diatas, berikut penjelasan tentang tata pemerintahan Desa di 
Kabupaten Luwu: 
                                                          




















A.  Perangkat Pemerintahan Desa di Kabupaten Luwu 
1. Kepala Desa 
 Kepala Desa di Kabupaten Luwu dipilih melalui pemilihan langsung 
yang oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Pemilihan 
Kepala Desa bersifat langsung, Umum, Rahasia, Bebas, juur dan adil. 
Kepala desa yang terpilih dilantik oleh Bupati paling lambat 30 hari setelah 
pemilihan. Status Jabatan Kepala desa di Kabupaten Luwu bukan 
Pegawai Negeri Sipil, tetapi dalam perda Kabupaten Luwu No. 13 Tahun 
2007 Pasal 22 yang menjelaskan tentang Kedudukan, keuangan, Kepala 
desa dan perangkat desa, disebutkan bahwa, PNS, TNI, dan POLRI yang 
terpilih menjadi Kepala Desa, karena kedudukan Kepegawaiannya, 
diperlakukan sesuai dengan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku. 
Terkait status PNS menurut Nurhudayah80, status Kepala Desa di 
Kabupaten Luwu bukanlah PNS, Sekalipun PNS dimungkinkan di dalam 
Perda, dan dalam Implementasinya, di Kabupaten Luwu, tidak ada kepala 
Desa yang berstatus PNS. 
 Masa jabatan kepala Desa di Kabupaten Luwu, ditetapkan selama 
6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih 
kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Terkait jabatan kepala 
Desa, Mustika selaku Kepala Desa Tampumia, Kecamatan Bupon, 
mengungkapkan bahwa ia terpilih melalui proses politis, dipilih langsung 
oleh Masyarakat setempat. 
                                                          
80 Wawancara dengan Nurhudayah, Kasubag Pemerintahan Kabupaten Luwu. 30-01-
2014 
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 Kepala Desa di Kabupaten Luwu berdasarkan Perda mempunyai 
tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan, dan 
kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa mempunyai 
wewenang;81 
a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan 
kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; 
b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa; 
c. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan 
bersama BPD; 
d. Menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai 
APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; 
e. Membina Perekonomian Desa; 
f. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara pertisipatif; 
g. Mewakili Desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat 
menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan; dan 
h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan 
Perundang-undangan. 
 Selain itu, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan 
laporan penyelenggaraan Desa kepada Bupati, memberikan laporan 
                                                          
81   Op-Cit, Pasal 4 ayat (2) 
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Pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan  laporan 
Pemerintahan Desa kepada Masyarakat.82 
2. Sekretaris Desa 
 Sekretaris Desa adalah unsur perangkat Desa yang bertugas 
membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di 
bidang Administrasi Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris 
Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa diangkat 
oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu atas nama Bupati, dan diisi oleh 
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu: paling rendah 
lulusan SMU atau sederajat, mempunyai pengetahuan teknis 
pemerintahan, kemampuan dibidang Administrasi Perkantoran, 
pengalaman dibidang Administrasi Keuangan dan dibidang Perencanaan, 
memahami social budaya masyarakat setempat dan bersedia tinggal di 
Desa yang bersangkutan.83 
 Sekretaris Desa terdiri dari Urusan Umum, urusan Pemerintahan, 
urusan Pembangunan, urusan Sosial dan urusan Keamanan dan 
ketertiban. Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang kepala urusan 
yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa. Kepala urusan diangkat 
oleh Kepala Desa dari penduduk  Desa setempat, ditetapkan dengan 
keputusan Kepala Desa.84 
 
 
                                                          
82  Pasal 5 ayat (2) 
83  Pasal 16 ayat (1) sampai dengan (4) 
84  Pasal 17 ayat (1) sampai dengan (4) 
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3. Perangkat Kewilayahan 
 Dalam PP No. 72 Tahun 2006 disebutkan bahwa dalam wilayah 
Desa, dapat dibentuk Dusun atau sebutan lain yang merupakan bagian 
wilayah kerja pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
Desa di Kabupaten Luwu, perangkat kewilayahan Desa disebut dengan 
Dusun. Perda Kabupaten Luwu No. 13 Tahun 2007 menyebutkan bahwa, 
Kepala Dusun adalah unsur kewilayahan Pemerintahan Desa yang 
bertugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan 
pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan dalam wilayah 
kerjanya dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 
 Kepala Dusun di Kabupaten Luwu diangkat oleh Kepala Desa dari 
penduduk setempat dengan memperlihatkan saran dan pertimbangan 
BPD dan tokoh masyarakat diwilayah Dusun bersangkutan, dan 
ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Dalam menyelenggarakan 
Tugasnya, Kepala Dusun bertanggungjawab langsung kepada Kepala 
Desa. Di Desa Tampurnia, Kec. Bupon, Kabupaten Luwu, Kepala Dusun 
diangkat oleh Kepala Desa, berdasarkan usulan masyarakat dan 
pertimbangan BPD.85 
4. Lembaga Kelengkapan Pemerintahan Desa 
 Lembaga Desa di Kabupaten Luwu terdapat Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
(LPM). BPD adalah lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi 
                                                          
85   Pasal 19 ayat (2) sampai dengan (3) 
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dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur 
Penyelenggara pemerintah Desa,86 sedangkan LPM adalah Lembaga 
yang dibentuk oleh masysrakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan 
Mitra Pemerintahan Desa dalam pemberdayaan Masyarakat. 
a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
Dalam Perda Kabupaten Luwu No. 13 Tahun 2007 Pasal 27 
menyebutkan bahwa; 
“BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa 
dan menyalurkan Aspirasi Mayarakat.” 
 Anggota BPD adalah wakil penduduk Desa bersangkutan 
berdasarkan keterwakilan wilayah, yang terdiri atas rukun Warga, 
pemangku adat, golongan Profesi, Pemuka agama, Tokoh pemuda dan 
tokoh wanita dan atau pemuka masysrakat lainnya87 yang ditetapkan 
secara musyawarah dan mufakat.88 Masa jabatan anggota BPD adalah 6 
tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk satu kali masa 
jabatan berikutnya. 
 Dalam menjalankan fungsinya, BPD di Kabupaten Luwu 
mempunyai tugas dan wewenang :89 
a. Membahas rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa; 
b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa 
dan peraturan Kepala Desa 
                                                          
86   Pasal 1 angka 10 
87   Pasal 34 ayat (1) dan (2) 
88   Pasal 35 ayat (4)  
89   Pasal 21 angka 29 
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c. Mengusulakn pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. 
d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa 
e. Menggali, menampung, menghimpun merumuskan dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat; dan 
f. Menyusun tata tertib BPD. 
 Dilihat dari kewenangan yang dimiliki oleh BPD, sesungguhnya 
BPD merupakan perwujudan Demokrasi yang sejatinya telah ada di Desa-
desa dalam bentuk musyawarah dalam lembaga adat maupun lembaga 
formal yang ada sebelumnya, baik dimasa kolonial maupun sebelum 
reformasi seperti halnya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). 
 Jika dulu LKMD merupakan lembaga korporatis yang dikenal 
secara ex officio dan didominasi oleh kepala Desa, sekarang Kepala Desa 
ditempatkan sebagai eksekutif sementara BPD lembaga Legislatif yang 
terpisah dari Kepala Desa. Dengan Kalimat alin, lahirnya BPD telah 
membawa pergeseran kekuasaan yang lebih jelas antara Kepala Desa 
dsebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan BPD sebagai pemangku 
Legislatif.90 
 Ada tiga domain kekuasaan Kepala Desa yang telah dibagi ke 
BPD: (1) Pembuatan keputusan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) 
yang dikerjakan bersama-sama antara Kepala Desa dan BPD, (2) 
Pengelolaan keuangan yang melibatkan BPD seperti penyusunan 
APBDES dan Pelelangan tanah Kas Desa; (3) Rekrutmen perangkat Desa 
                                                          
90  Tim penyusun Naskah Akademik RUU Desa, Jakarta. Direktorat Pemerintahan Desa 
dan Kelurahan Departemen   dalam Negeri, 2007. Hlm.69 
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yang dulu dikendalikan oleh kepala desa dan orang-orang Kecamatan 
maupun Kabupaten, sekarang dikendalikan BPD.91 
b.  Lembaga Kemasyarakatan Desa 
 sesuai dengan amanah Perundang-undangan Lembaga 
Kemasyarakatan atau yang disebut dengn nama lain lembaga yang 
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra 
Pemerintah. Dalam Perda Kabupaten Luwu No. 13 Pasal 168 disebutkan 
bahwa, Lembaga Kemasyarakatan dibentuk untuk mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 
pemberdayaan dan peran serta masysarakat. Adapun lembaga 
Kemasyarakatan desa yang dibentuk di Kabupaten Luwu meliputi 
Lembaga pemberdayaan masyarakat Desa; Lembaga Pemberdayaan dan 
kesejahteraan Keluarga; Lembaga Pembinaan Generasi Muda dan 
remaja; dan lembaga Masyarakat lainnya, sesuai dengan kondisi sosial 
Desa bersangkutan.92  
 Studi kasus di Desa Tampurnia, Kabupaten Luwu, dalam struktur 
organisasi Pemerintahan Desa terdapat Lembaga Khusus yang dibentuk 
untuk pemberdayaan Masyarakat (LPM), Dimana LPM sebagai wadah 
yang menampung semua Lembaga Kemasyarakatan masyarakat Desa 
baik itu memiliki tugas pokok dan fungsi yakni; koordinasi, pelayanan, 
pembinaan, dan pendekatan kepada masyarakat. Pada intinya, LPM di 
Desa Kabupaten Luwu, dibentuk agar dalam melaksanakan program 
                                                          
91   Ibid. 
92   Op-Cit. Pasal 168 Huruf (a) sampai dengan (d) 
 61 
Pemerintah Desa dan pemerintah di atasnya atau program-program 
lainnya lebih efektif serta efisien. 
 Selain itu, ciri khas yang dimliki Pemerintahan Desa sebagai wujud 
keaslian Pemerintahan lokal (Desa) adalah keberadaan Lembaga Adat. Di 
Kabupaten Luwu sendiri, keberadaan lembaga adat tidak lagi 
menunjukkan eksistensinya, penyelesaian masalah-masalah adat hanya 
dilakukan secara parsial dan tidak lagi dilembagakan seperti dahulu, 
termasuk model pemerintahan Adat, hal ini dikarenakan dinamika 
pengaturan tentang Desa, utamanya pada masa orde baru dengan model 
Administratif, bukan Desa otonom dan bukan Desa Adat, yang pada 
akhirnya mengikis identitas dan nilai adat istiadat yang hidup di 
masyarakat. 
 c.  Pelaksana Teknis Lapangan 
 Pelaksana teknis lapangan merupakan unsur pelaksana teknis 
yang bertugas membantu Kepala Desa dalam Menyelenggarakan 
kegiatan teknis sesuai dengan bidang dan tugas yang diberikan oleh 
Kepala Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana teknis Lapangan 
mempunyai fungsi:93 
a. Merumuskan kebijakan teknis dibidangnya; 
b. Menyusun rencana kegiatan; 
c. Melaksanakan penelitian, pengkajian dan evaluasi; 
                                                          
93   Ibid. Pasal 8 ayat (2) 
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d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatannya dengan instansi dan 
unit kerja lainnya; 
e. Memantau dan mengendalikan kegiatan teknis lapangan; 
f. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Desa; 
dan 
g. Melaksanakan koordinasi teknis operasional ditingkat Kecamatan 
dan Kabupaten. 
Pelaksana teknis lapangan diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk 
desa setempat yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. 
Pengaturan mengenai jumlah Pelaksan Teknis Lapangan disesuaikan 
dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat, yang ditetapkan 
dengan peraturan Desa sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan 
desa dan/atau Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada 
Desa.94 Sebagai sampel, di Desa Tampurnia memiliki tiga Pelaksana 
Teknis Lapangan, yakni : Lumbung ketahanan pangan, penyuluh 
pendamping pertanian, dan pengurus petani pemakai air. 
B. Kewenangan Desa di Kabupaten Luwu  
 Esensi kewenangan mengandung arti keputusan politik (alokasi) 
dan keputusan administrativ (pelaksanaan) yang mencakup mengatur, 
mengurus dan tanggung jawab. Karena desa merupakan bagian dari 
subsistem pemerintah kabupaten/kota kepada desa. Di sisi lain,konstitusi 
                                                          
94   Ibid. Pasal 18 ayat (3) dan (4) 
 63 
juga tidak menetapkan Desentralisasi kewenangan Desa.95 Oleh karena 
itu, Desa itu hanya didasarkan pada asas rekognisi (pengakuan) dan 
subsidaritas, dan bukan Desentralisasi. 
 Di desa Kabupaten Luwu, kewenangan Desa secara umum diatur 
dalam pasal 52 Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang pemerintahan Desa, 
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: 
a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan Hak asal-usul 
desa; 
b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 
yang diserahkan pengaturannya kepada desa; 
c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota; dan 
d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-
undangan diserahkan kepada desa. 
 Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang 
diserahkan pengaturannya kepada desa adalah urusan pemerintahan 
yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan 
masyarakat.96 
 Adapun urusan yang dimaksud berjumlah terbagi kedalam 32 
bidang.97 Urusan Pemerintahan yang diserahkan pengaturannya kepada 
                                                          
95   Berna Sudjana Ermaya. Op-Cit., Hlm. 1564 
96  Lihat Perda Kabupaten Luwu No. 13 Tahun 2007 Pasal 53 
97  Ibid. Pasal 54 
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Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Yusuf98, mengungkapkan 
bahwa selama ini perda Kabupaten Luwu tentang Pemerintahan Desa, 
baru tentang pemerintahan Desa itu sendiri, selebihnya masih dalam 
tahap penggodokan. Sejalan dengan itu Dinariyansyah99 mengungkapkan, 
Perda tentang pelimpahan kewenangan urusan Pemerintahan Kabupaten 
Luwu memang belum ada, dan sementara dalam proses legislasi. 
 Terkait kewenangan Desa menurut Tim perumus RUU Desa, 
semangat UU No. 32/2004 yang meletakkan posisi Desa yang berada di 
bawah kabupaten tidak koheren dan konkruen dengan nafas lain dalam 
UU No. 32/2004 yang justru mengakui dan menghormati kewenangan asli 
yang berasal dari hak asal-usul. Pengakuan pada kewenangan asal-usul 
ini menunjukkan bahwa UU No. 32/2004 menganut prinsip pengakuan 
(rekognisi). Konsekuensi dari pengakuan atas otonomi asli adalah desa 
memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 
berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat (self goverming 
community), dan bukan merupakan kewenangan yang diserahkan 
pemerintah atasan pada Desa. Adanya dua prinsip/asas dalam 
pengaturan tentang Desa tentu saja menimbulkan ambivalensi dalam 
menempatkan kedudukan dan kewenangan Desa, yang akhirnya 
menimbulkan ketidakjelasan kedudukan dan kewenangan.100 
                                                          
98  Kasubid Kelembagaan Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten 
Luwu. Wawancara, Tanggal. 30 Januari 2013 
99  Staf Bagian Hukum, Kabupaten Luwu. Wawancara Tanggal. 30 Januari 2013 
100  Ibid. Naskah Akademik RUU Desa, Hlm. 5 
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 Pada dasarnya ada dua jenis kewenangan Desa yang utama, 
yaitu:101 
a. Kewenangan asal-usul yang diakui oleh Negara: mengelola asset 
(sumber daya alam, tanah ulayat, tanah kas Desa) dalam wilayah 
yuridiksi desa, membentuk struktur pemerintahan desa dengan 
mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan sengketa secara 
adat dan melestarikan adat dan budaya setempat. 
b. Kewenangan melekat (atribut) mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat yang berskala lokal (Desa): 
perencanaan dan pembangunan tata ruang desa, membentuk 
struktur dan organisasi pemerintahan desa, menyelenggarakan 
pemilihan kepala desa, membentuk badan perwakilan desa, 
mengelola APBDes, membentuk lembaga kemasyarakatan, 
mengembangkan BUMDes, dan lain-lain. 
 Selain itu, ada satu kewenangan (urusan) yang bersifat tambahan, 
yakni kewenangan dalam bidang tugas pembantuan (delegasi) yang 
diberikan oleh pemerintah. Prinsip dasarnya, dalam tugas pembantuan ini, 
Desa hanya menjalankan tugas-tugas administratif (mengurus) dibidang 
pemerintahan dan pembangunan yang diberikan Pemerintah. 
C.  Keuangan Pemerintahan Desa 
 Keuangan Desa di Kabupaten Luwu diatur dalam Perda No. 13 
tahun 2007 pada bab VI. Penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang 
                                                          
101  Ibid. 
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menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja 
Desa (APBDes) bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah, 
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh 
pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan 
pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari 
APBN.102 
 Sumber-sumber pendapatan desa di kabupaten Luwu berdasarkan 
Pasal 107 Perdes No.13 Tahun 2007 terdiri atas : 
a. Pendapatan asli Desa 
b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tertentu; 
c. Bagian dari dan perimbangan keungan pust dan daerah yang 
diterima oleh Kabupaten; 
d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan 
Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan 
pemerintahan; dan 
e. Hibah dari sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat. 
 Sumber pendapatan tersebut disalurkan dan dibukukan melalui kas 
desa serta digunakan dalam  APBDes. Sumber pendapatan desa yang 
telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh 
pemerintah atau pemerintah Daerah.103 
 Sumber kekayaan dan pendapatan desa berasal dari seluruh 
penerimaan desa yang sah dan dapat dinilai dengan besaran uang 
                                                          
102  Ibid. Pasal 106 ayat (1) sampai dengan (3) 
103  Ibid.  Pasal 107 ayat (1) dan (2) 
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ketentuan tentang sumber pendanaan. Ketentuan tentang sumber 
kekayaan desa, anggaran dan penerimaan keuangan desa dijelaskan 
secara prinsip bahwa sumber pendapatan dea yaitu: pertama, pendapatan 
asli desa yang terdiri atas hasil-hasil tanah kas desa, hasil dari swadaya 
dan pertisipasi masyarakat desa, hasil dari gotong royong masyarakat, 
dan lain-lain hasil dari usaha yang sah.104 Kedua, pendapatan yang 
berasal dari pemberian pemerintah dan pemerintah daerah yang terdiri 
atas sumbangan uang pemerintah, pemerintah daerah, dan sebagian dari 
pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa.105 
 Jenis-jenis sumber pendapatan yang berasal dari yang lain-lain 
yang sah, yaitu pendapatan yang berasal dari pihak ketiga. Ndraha dalam 
azam awang, mengemukakakn bahwa pemerintah desa dapat menerima 
sumber dana dari pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat dan sah (tidak 
melawan hukum yang berlaku). Misalnya dari yayasan, badan-badan 
swasta dan oraganisasi non pemerintah lainnya. Sumber pendapatan 
desa yang sah, termasuk diperbolehkannya mengadakan kerjasama 
dengan desa lain yang mendatangkan keuntungan dalam bentuk nominal 
dan nilai uang yang muaranya untuk meningkatkan pendapatan dan 
kesejahteraan masyarakat.106 
 Pengelolaan keuangan desa diatur dalam APB desa, yang 
rinciannya adalah, rancangan pendapatan, belanja dan pembiayaan desa 
ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD setiap tahun setelah melalui 
                                                          
104  Lihat, Perda Kabupaten Luwu No. 13 Pasal 110 ayat (1) sampai dengan (4) 
105  Ibid. Pasal 117 ayat (1) dan (2) 
106  Op.Cit. Azam Awang. Hlm. 115 
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proses pembahasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan 
desa. Adapun pedoman untuk menyusun APB desa ditetapkan dengan 
peraturan bupati.107 Selain itu, sumber-sumber pendapatan yang telah 
disebutkan diatas, dalam meningkatkan pendapatan masyarakt dan desa, 
pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMD), 
sesuai dengna peraturan desa dan berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan, dimana BUMD diharuskan berbadan Hukum.108 
 Di Desa Tampurnia terdapat BUMD yang dibuat pada tahun 2010 
dan telah berstatus badan hukum, namun belum maksimal dijalankan, 
BUMD ini dibuat untuk dalam mendorong kemandirian di desa. Ia 
menginginkan dengan adanya BUMD ini, pengelolaan program 
pembangunan yang nantinya masuk didesanya melalui BUMD masyarakat 
bisa lebih berdaya guna dan mandiri dalam hal pembangunandi desa.109 
 Terkait dengan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD, 
diatur melalui kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari 
sebagian APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana 
perimbangan keuangan Pusat dan daerah yang diterima oleh 
Kabupaten/Kota untuk Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah 
dan pemberdayaan masyarakat desa. 
 Berdasarkan peraturan Bupati Luwu No.165 Tahun 2010 tentang 
petunjuk teknis operasional pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam 
wilayah Kabupaten Luwu, ADD digunakan untuk : 
                                                          
107  Lihat, Perda No. 13 Tahun 2007 Pasal 119 ayat (1) sampai dengan (3) 
108  Op.Cit. Pasal 123 ayat (1) sampai denga (3). 
109  Kepala Desa Tampurnia, Kabupaten Luwu. Wawancara, Tanggal 17 Januari 2014. 
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a. Setinggi-tingginya 30% (tiga puluh per seratus) untuk belanja 
aparatur dan operasional pemerintahan Desa (pemerintahan Desa 
dan BPD). 
b. Paling Sedikit 60 % (enam puluh per seratus) untuk belanja 
pemberdayaan masyarakat. 
c. Maksimal 10 % untuk belanja bantuan keuangan kepada Lembaga 
Kemasyarakatan dan Lembaga/Organisasi Pemberdayaan 
masyarakat Desa. 
Adapun Pertanggungjawaban ADD yaitu: 
a. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggung-
jawaban APBDesa sehingga pertanggungjawabannya adalah 
pertanggungjawaban APBDesa. 
b. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran ADD sebagaimana 
dimaksud di atas disampaikan kepada Bupati Luwu melalui Camat. 
 
4.1.2 Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Luwu 
 Pemerintah Kelurahan di kabupaten Luwu diatur berdasarkan PP 
No. 73 Tahun 2005 tentang kelurahan dan PP No. 41 Tahun 2007 tentang 
organisasi Perangkat Daerah. 
 Dalam Pasal 6 ayat (1) Perda Kabupaten Luwu No. 7 tahun 2008 
menyebutkan bahwa : 
“Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat 
daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan.” 
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 Adapun susunan organisasi Kelurahan di Kabupaten dalam pasal 8 
ayat (1) Perda No. 7 Tahun 2008 Luwu terdiri atas : 
a. Lurah; 
b. Sekretariat; 
c. Seksi Pemerintah; 
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 
e. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Masyarakat 
Berikut bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan di 
Kabupaten Luwu: 
Gambar 2. 












A. Perangkat Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Luwu 
1.  Lurah 
 Pemerintahan Kelurahan di Kabupaten Luwu dipimpin oleh seorang 
Lurah selaku Kepala pemerintahan. Lurah di Kabupaten Luwu diangkat 



















  Pelayanan Umum & 
kesejahteraan Masyarakat 
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sebagai PNS sehingga masa jabatan lurah disesuaikan dengan statusnya 
sebagai PNS. Terkait jabatan Lurah dapat dilakukan Mutasi kepegawaian 
(perubahan, pemindahan, pemberhentian, pemensiunan) yang menjadi 
Kewenangan Bupati dan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah 
(BPD). 
 Sebagai pejabat SKPD Lurah di Kabupaten Luwu melaksanankan 
urusan Pemerintahan Daerah yang dilimpahkan oleh Kabupaten kepada 
Kelurahan. 
 Lurah di Kabupaten Luwu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Perda No. 7 
Tahun 2008 dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi 
yaitu : 
a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup dan tugasnya; 
b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 
c. Pembinaan dam pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan 
tugasnya; dan 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
 Adapun tugas Lurah di Kabupaten Luwu sebagai Kepala 
pemerintahan di Kelurahan, yaitu; 
a. Membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan program dan 
kegiatan dibidang Pemerintahan 
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b.  Membina, mengkoordinasikan dan menyelengarakan program dan 
kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban; 
c.  Membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan program dan 
kegiatan dibidang ekonomi dan pembangunan; 
d.  Membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan program dan 
kegiatan dibidang kesejahteraan rakyat; 
e.  Melaksanankan pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup 
Tugasnya; 
f.  Membina dan mengerahkan aparat kelurahan dalam melaksanakan 
tugasnya serta melaksanakan waskat; 
g. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan rumah 
tangga, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan 
(asset) dan keuangan kelurahan; 
h. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan 
kualitas aparat kelurahan; 
i. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait; 
j. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelasksanaan 
kegiatan; 
k.  Menilai Prestasi kerja Sekretaris kelurahan dan para kepala seksi 
dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir; dan 




2. Sekeretaris Kelurahan 
 Kelurahan di Kabupaten Luwu terdapat sekretariat Lurah yang diisi 
oleh PNS, terdiri dari Sekretaris Lurah dan Satuan Kerja Perangkat yang 
berada dibawahnya, yaitu: Seksi Pembangunan dan Perekonomian, Seksi 
Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Masyarakat, Seksi pemerintahan, 
dan Seksi Keamanan dan ketertiban Umum. 
 Adapun tugas Sekretariat Kelurahan di Kabupaten Luwu adalah 
sebagai berikut:110 
a. Menyusun rencana program dan Kegiatan Sekretariat Kelurahan 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
b.  Melaksanakan Program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya; 
c. Melaksanakan surat menyurat untuk kepentingan kedinasan; 
d. Mengelola urusan rumah tangga; 
e. Mengelola urusan administrasi keuangan, meliput; LRA, CALK, dan 
Neraca; 
f. Mengelola urusan administrasi Kepegawaian; 
g. Mengelola Administrasi perlengkapan dan peralatan; 
h. Melaksanakan pernyiapan bahan dan penyusunan RKA, 
DPA,NLAKIP, RENSTRA, RENJA dan/atau dokumen perencanaan 
berdasarkan perundang-undangan yang berlaku; 
i. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; 
                                                          
110  Draft Ttupoksi Perangkat Kelurahan, yang tidak ditemukan Peraturannya. 
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j. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan 
program/kegiatan; 
k.  Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan karir; 
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan. 
 
3.  Perangkat Kewilayahan Kelurahan 
 Perangkat kewilayahan pemerintahan Kelurahan di Kabupaten Luwu 
adalah Kepala Lingkungan yang ditunjuk oleh lurah untuk membantu 
pelaksanaan tugas pemerintah kelurahan utamanya hal-hal teknis, 
pelayanan kepada masyarakat di wilayah lingkungannya. Pengangkatan 
kepala lingkungan di Kabupaten Luwu merupakam penunjukan langsung 
oleh lurah sebagai Kepala pemerintahan. 
 Terkait tentang pengaturan Kepala Lingkungan di Kabupaten Luwu 
sendiri tidak diatur dalam Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Luwu 
sehingga pada kesimpulannya Kepala lingkungan tidak punya landasan 
Hukum dan pengaturan yang jelas tentang tugas dan fungsinya.111 
Istilah Lingkungan sendiri pertama kali digunakan dan diatur dalam Pasal 
31 UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Desa yang menyebutkan bahwa:  
(1) Untuk memperlancar jalanya pemerintahan Kelurahan, di dalam 
Kelurahan dapat dibentuk Lingkungan yang dikepalai oleh 
                                                          
111  Pengaturan perundang-undangan yang mengatur tentang Lingkungan pada 
Pemerintahan Kelurahan tidak ditemukan dalam peraturan manapun (UU, PP, 
Permendagri, maupun Perda Kabupaten Luwu) 
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kepala Lingkungan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan 
oleh Menteri Dalam Negeri. 
(2) Kepala Lingkungan adalah unsure pelaksna tugas Kepala 
Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu. 
(3) Kepala Lingkungan adalah Pegawai Negeri yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas nama Gubernur Kepala 
daerah Tingkat I, dengan memperhatikan syarat-syarat dan 
ketentuan-ketentuan kepegawaian sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
  
 Tetapi UU tersebut yang mengatur tentang Lingkungan telah dicabut 
setelah diterbitkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah sehingga tidak dapat lagi dijadikan sebagai dasar pengaturan 
tentang Lingkungan di wilayah kelurahan. 
 
B. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan  
 Delam Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan di Kabupaten 
Luwu tidak disebutkan scara jelas tentang lembaga kemasyarakatan yang 
dimaksud.  Meski tidak diatur di dalam Peraturan Daerah, Lembaga 
kemasyarakatan tersebut tetap ada di setiap Kelurahan di Kabupaten 
Luwu, Seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan 
Kesejahteraan Keluarga Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat lainnya.112   
  Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh atas prakarsa 
masyarakat melalui musyawarah dan mufakat yang mempunyai tugas 
                                                          
112   Lihat, PP No. 73 Tahun 2005 
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membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, 
pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.113 
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) di Kabupaten Luwu 
pada umumnya mempunyai kegiatan : 
a. Peningkatan pelayanan masyarakat; 
b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; 
c. Pengembangan kemitraan; 
d. Pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial 
budaya, dan lingkungan hidup; dan 
e. Peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi 
masyarakat setempat. 
Lembaga Kemasyarakatan di kelurahan memiliki hubungan dengan 
Pemerintah Keulurahan dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat 
konsultatif dan koordinatif sedangkan hubungan kerja Lembaga 
Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya 
Kelurahan dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan. Keuangan 
Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Luwu dari: swadaya masyarakat; 
bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan; bantuan dari Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, bantuan lain yang sah dan 
tidak mengikat.114 
 
                                                          
113  Pengaturan tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Luwu masih mengacu 
pada Permendagri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga 
Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan 
114 Ibid 
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A. Kewenangan Kelurahan 
Kewenangan Kelurahan di Kabupaeten luwu disebutkan dalam Pasal 
7 ayat 1 Perda Kabupaten Luwu Tentang Pembentukan Organisasi Dan 
Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Luwu yang menyatakan 
bahwa, Lurah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan 
Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, sesuai Bidang 
Kewenangan Dinas Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran 
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang urusan 
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Luwu: 
Kewenagan Lurah secara umum antara lain: pelaksanaan urusan 
administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat, 
pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas 
umum, seperti jalan, jembatan, irigasi, pasar, serta pemberdayaan 
masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat 
seperti bidang kesehatan, pendidikan. 
Pada dasarnya kewenangan yang dimiliki oleh Lurah adalah, 
Pertama, Kewenangan Atributif yaitu pemberian kewenangan 
pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan 
tersebut, yang artinya kewenangan tersebut bersifat melekat. Kedua, 
Kewenangan delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari 
organ pemerintahan yang satu kepada organ pemerintahan lainnya. atau 
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dengan kata lain terjadi pelimpahan kewenangan. Jadi tanggung jawab/ 
tanggung gugat berada pada penerima delegasi/ delegataris. 
Terkait masalah kewenangan kelurahan dalam hal Urusan 
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan pemerintaan Kabupaten Luwu 
yang dilimpahkan kepada Kelurahan. Nurhudayah115 mengungkapkan 
bahwa, selama ini belum ada peraturan pemerintahan daerah (Perda dan 
Peraturan Bupati) mengenai urusan yang dilimpahkan kepada Lurah 
sehingga kelurahan hanya menjalankan tugas-tugas umumnya sebagai 
pemerintah kelurahan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Tamsil,116 
bahwa selama ini ia sebagai Lurah, hanya menjalankan apa yang menjadi 
tugas pokok dan fungsinya sebagai kepada pemerintahan. Lebih lanjut ia 
menje!askan, pelimpahan kewenangan dari kabupaten baru di terimanya 
tertanggal 22 Januari 2014. 
Adapun pelimpahan kewenangan yang dilimpahkan tersebut, diatur 
dalam Keputusan Bupati Luwu NO. 11/1/2014 Tentang Pelimpahan 
Kewenangan Kepada Para Kepala Satuan Kerja Selaku Pejabat 
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten 
Tahun Anggaran 2014 yang secara umum berisi teantang pengelolaan, 
penggunaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban Anggaran dan 
Barang Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dalam Lingkup wilayah 
kerjanya selaku SKPD. 
 
                                                          
115   Kasubag Pemerintahan Kabupaten Luwu. Wawancara Tanggal 22 Januari 2014 
116  Lurah Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu. Wawancara Tanggal 24 Januari 
2014 
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B. Keuangan Kelurahan 
Keuangan Kelurahan di Kabupaten Luwu bersumber dari: APBD 
Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah 
lainnya yaitu: Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 
Kabupaten/ Kota, dan bantuan pihak ketiga, Sumber-sumber lain yang 
sah dan tidak mengikat. 
Kedudukan Kelurahan di Kabupaten Luwu sebagai Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) daitur sebagaimana perangkat kerja lainnya, 
yang secara Umum diatur di berdasrkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga pengelolaan keunggan 
Kelurahan disusun oleh Lurah yang dituangkan dalam dokumen Rencana 
Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) yang memuat rencana pendapatan, 
rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta 
rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai 
dengan rincian objek pendapatan, belanja,  dan pembiayaan serta 
prakiraan maju untuk tahun berikutnya. Juga memuat informasi tentang 
urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja 
yang akan dicapai dari program dan kegiatan.117 
Belanja anggaran Kelurahan yang di dalam RKA-SKPD dapat 
diklasifikan menjadi: Pertama, Belanja Tidak Lansung yaitu, belanja 
pegawai dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. belanja bunga, belanja subsidi, belanja 
                                                          
117 Lihat, Pasal 94 ayat (1) dan (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 
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hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan 
keuangan dan belanja tidak terduga hanya dapat dianggarkan pada 
belanja Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Kedua 
Belanja Langsung, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang & 
jasa, dan belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan 
pemda dianggarkan pada kelurahan. 
Secara Umum Rencana Pelaksanaan Anggaran Kelurahan di 
Kabupaten Luwu yang dijabarkan dalam program pemerintahan yaitu: 
Program Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana Dan Prasarana 
Aparatur, Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam, Peningkatan 
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja, Pemberdayaan Fakir 
Miskin, Komunitas Adat Dan Program Masyarakat Lainya, Peningkatan 
Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan, Kemitraan Pengembangan 
Wawasan Kebangsaan, Pendidikan Politik Masyarakat, Peningkatan 
Keberdayaan Masyarakat Pengelolaan Keragaman Budaya, Peningkatan 
Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dam Pengembangan 
Data/ Informasi/ Statistik Daerah.118 
 
4.2 Perbandingan Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kabupaten 
Luwu 
Peran pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di 
daerah nampak dari adanya pengaturan terhadap tatanan kehidupan 
                                                          
118 Lihat, Lampiran Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun  
Anggaran 2013 
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bermasyarakat di daerah, sedangkan sebagai penyelenggara utama 
dalam pembangunan daerah, pemerintah daerah berperan sebagai 
pelaksana dan penanggung jawab utama dalam keseluruhan proses 
pembangunan yang dilaksanakan di daerah terutama berkaitan dengan 
penyediaan barang dan jasa serta pelayanan publik. 
Begitu pentingnya keberadaan pemerintah sehingga wajar apabila 
masyarakat memerlukan organisasi pemerintah karena banyak bagian 
penting dari kebutuhannya yang tidak dapat dipenuhi. Keberadaan 
Pemerintah Kelurahan dan Desa pada hakekatnya untuk melayani 
masyarakat pada tingkat akar rumput (Baca: Bawah), menciptakan kondisi 
yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan 
kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Tetapi 
Antara Pemerintahan Desa dan Kelurahan memiliki perbedaan 
pengaturan (tata) pemerintahan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 
yang meliputi Perangkat Pemerintahan, Kewenangan, dan Keuangan. 
 
4.2.1 Perbandingan Perangkat Pemerintahan Desa dan Kelurahan  
A. Kepala Pemerintahan 
Kepala Pemerintahan di Desa dan Kelurahan memiliki tugas yang 
sama, di mana secara umum Kepala Desa Lurah sebagai pemimpin 
kelurahan dan menyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kemasyarakatan, tetapi sekalipun memiliki tugas yang sama antara 
keduanya dapat dibedakan (Tabel 1). 
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Tabel. 1. 
Perbandingan Kepala Desa  dan Lurah di Kabupaten Luwu 
 
No Perbedaan Kepala Desa Lurah 
1. Dasar Hukum 
Perda Kab. Luwu No. 13 
Thn. 2007 
Perda No. 7 Thn. 2008 
dan 
PP No. 73 Tahun 2005 
2. Pengangkatan 
Dipilih langsung dari dan 
Oleh masyarakat setempat 
melaui Pilkades 








kedudukan, disatu sisi 
memilik otonomi sendiri, 




daerah (SKPD) yang 
berada di wilayah 
kecamatan 
4 Status Bukan PNS PNS 
5 Masa Jabatan 
6 Tahun dan dapat dipilih 
kembali untuk 1 periode 
selanjutnya. 
Tidak dibatasi dan 
disesuaikan dengan 








melalui BPD dan Bupati 
Melalui Camat 
Kepada Bupati melalui 
Camat 
7 Kewenangan 
 Menetapkan Peraturan 
Desa yang telah dibahas 
bersama BPD 
 Mengangkat Perangkat 
Pemerintahannya. 
 Mewakili Desanya di  
dalam dan di luar 
pengadilan. 
 Mengangkat perangkat 
Pemerintahannya 
Menetapkan kebijakan 
teknis sesuai dengan 
Tupoksinya. 
Sumber: Hasil olah Data Primer, 2014. 
 
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, Kepala Desa merupakan 
representasi dari keinginan masyarakat sebab dipilih langsung oleh 
masyarakat melalui proses demokrasi (pemilihan langsung) sedangkan 
Lurah dan Desa tergantung pada kebijakan Bupati, sebab pada dasaranya 
Keluarahan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Karena itu 
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keistimewaan di aras Desa ini sering disebut sebagai benteng demokrasi 
di level akar-rumput. Meskipun secara empirik dari beberapa penelitian 
menyebutkan, praktik pemilihan kepala Desa tidak sepenuhnya 
mencerminkan kehendak rakyat. Pilkades selalu syarat dengan rekayasa 
dan kontrol pemerintah supradesa melalui persyaratan yang dirumuskan 
secara politik dan administratif, karena sekalipun memiliki otonomi sendiri, 
Desa juga ditempatkan sebagai perangkat Kabupaten Kota sehingga 
terjadi ambivalensi. 
Dari hasil pengamatan dan wawancara di Desa di Kabupaten Luwu 
yang menjadi sampel penilitan yakni Desa Tampumia, memperlihatkan 
fakta bahwa kepala desa menjadi aktor yang sangat penting dalam 
pembangunan di desanya, komunikasi dengan masyarakat juaga terjalin 
dengan baik. Massore salah satu Tokoh Masyarakat di Desa Tampumia, 
mengungkapkan bahwa kepemimpinan Kepala Desanya memberikan 
dampak yang sangat positif terhadap pembangunan di desanya, 
komunikasi dengan masyarakat juga berjalan dengan baik, kepala desa 
lebih terlibat langsung mengawasi pembangunan di desa, sehingga 
kepala Desa Tampumia terpilih kembali untuk periode ke-2 dengan 
memenangkan kurang lebih 80% suara.119 
Sedangkan di Kelurahan, penentuan Lurah sangat bergantung 
kepada kebijaksanaan Bupati. Terkait Lurah di Kelurahan Noling dari 
pengamatan dan wawancara dengan beberapa masyarakat, komunikasi 
                                                          
119  124 Tokoh Masyarakat Desa Tampumia, Kec. Bupon. Wawancara, Tanggal 25 
Januari 2014 
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dengan masyrakat masih relatif berjalan dengan baik.120 Tetapi ada fakta 
empiric yang menarik tentang pengangkatan Lurah, salah satu contoh 
kasus di Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukamaju, Kota Depok, 
Ratusan masyarakat melakukan demontrasi menolak pemutasian Lurah di 
daerahnya, dengan alasan bahwa Lurah yang memipin daerahnya selama 
ini berhasil membangun daerahnya, dan menggangap kebijakan Walikota 
lebih bersifat politik, dan mereka merasa dirugikan dengan kebijakan 
tersebut.121 
Selain itu, Kepala desa memiliki kewenangan membuat kebijakan 
sendiri untuk kepentingan masyarakatnya melalui Peraturan Desa 
(Perdes), termasuk menunjuk masyarakatnya untuk mengisi kekosongan 
perangkat pemerintahan, dan pertanggungjawabannya kepada 
masyarakat, sedangkan Lurah bergantung kepada kebijaksanaan 
pemerintah di atasnya, seberapa besar kewenangan yang dilimpahkan 
kepadanya sebesar itupula yang dapat ia lakukan, dan 
pertanggungjawabannya hanya kepada Bupati. 
Terkait masalah kepemimpinan, Mustika berpendapat, sebagai 
seorang pemerintah tidak ada pemimpin masyarakat yang bisa 
mempertemukan semua keinginan-keinginan masyarakat yang berbeda-
beda, dan tanpa ada penolakan terhadap kebijakan pemerintah. Lebih 
lanjut, ia menambhkan, pelaksanaan tugas seorang kepala pemerintahan 
                                                          
120  Mayarakat, Kelurah Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu. 
121  Diakses pada laman website: http://pelita.or.id/baca.php?id=62179. Pukul: 22:38 
Wita, Tanggal 22 Januari 2013. 
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tergantung dari pemimpin, tidak semata-mata oleh aturan yang ada, 
program atau keinginan pemerintah bisa berjalan.122 
Sehingga dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, 
Kepala Desa memiliki legitimasi yang kuat baik itu secara hukum maupun 
dari masyarakat sedangkan Legitimasi Lurah sangat bergantung kepada 
fakor gaya kepeimpinannya dalam mengelolah pemerintahannya untuk 
kepentingan masyarakat, utamanya pelaksanaan program-program 
pemberdayaan masyarakat. 
 
B. Perbandingan Perangkat Pemerintahan Desa dan Kelurahan 
Perangkat Perangkat Pemerintahan Kelurahan dan Desa memiliki, 
perangkat struktur pemerintah yang berbeda-berbeda dalam menjalankan 
roda pemerintahannya, pada dasarnya perbedaan ini, terkait kewenangan, 
dan kedudkanya seperti yang telah djelaskan sebelumnya, perbedaan 
tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 
 
1. Sekretariat Desa dan Kelurahan 
Antara Sekretariat Desa yang terdiri dari Sekreris Desa dan 
membawahi Kepala Urusan dan Sekretaris Kelurahan yang Membawahi 
Kepala Urusan tidaklah memiliki perbedaan yang signifikan dari segi tugas 
pokok dan fungsinya yakni sebagai unsur staf pembantu yang mempunyai 
tugas menjalankan administrasi pemerintahan dan pelayanan kepada 
                                                          
122 Mustika, Kepala Desa Tampumia, Kabupaten Luwu. Wawancara, Tanggal 24 Januari 
2014 
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Masyarakat. Namun antara Sekretariat Desa dan Kelurahan memiliki 
perbedaan. 
Adapun Perbandingan Perangkat aparat pemerintahan di Desa dan 
Kelurahan Studi Kasus Desa Tampumia, Kecamatan Bupon dan 
Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon, dapat dilihat pada Tabel 2. 
 
Tabel 2 
Perbandingan Perangkat Sekretariat Desa dan Kelurahan di Kabupaten 
Luwu (Sampel Desa Tampumia dan Kelurahan Noling, Kecamatan 
Bupon). 
 
Desa Tampumia, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu 
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Sumber: Hasil olah Data Primer, 2014. 
 
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, Sekretaris Desa 
membawahi Kepala-kepala Urusan dan Sekrearis Lurah membawahi 
Kepala-kepala Seksi, perbedaannya hanya ada pada nomenklatur, terkait 
tupoksi keduanya tidak memiliki perbedaan. Tetapi tetap bisa dibedakan 
dalam hal yang lain, adapun perbedaan antara keduanya yaitu: 
a. Kepala Urusan pada pemerintahan desa ditunjuk oleh Kepala Desa 
dari masyarakat berdasarkan usulan masyarakat dengan 
pertimbangan BPD, sedangkan Kepala Seksi di kelurahan 
merupakan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diatur oleh 
Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah. 
b. Dalam hal penghasilan untuk menunjang kinerja aparatur 
pemerintahan, Kepala-kepala Urusan di Desa tidak memiliki 
pendapatan yang tentu, kalaupun ada tetapi sangat rendah untuk 
menunjang kinerjanya, sedangkan Kepala Urusan mendapatkan 
gaji sebagai PNS. 
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Selain itu, perbedaan antara Desa dan Kelurahan terkait 
kelangkapan aparatur Sekretariat Pemerintahannya adalah, ketika terjadi 
kekosongan aparatur Lurah tidak dapat menunjuk masyarakat untuk 
mengisi kekosongan, karena kewenangan tersebut adalah kewenangan 
pemerintah daerah dalam hal ini Sekretaris Daerah atas nama Bupati. 
Terkait itu Menurut keterangan Tamsil selaku Lurah Noling, pada saat 
Lurah yang menjabat sebelum dirinya pada tahun 2012, aparat 
pemerintahan yang mengisi semua jabatan di kelurahan masih lengkap 
tapi setelah pemutasian dilakukan di tahun yang sama, aparatur tersebut 
tidak pernah lagi terisi hingga sekarang.123 Padahal dalam Pasal 16 Perda 
Kabupaten Luwu No. 7 Tahun 2008 disebutkan bahwa, pemangku jabatan 
di lingkungan Kecamatan dan kelurahan tetap memangku jabatannya 
sampai dilakukan pelantikan terhadap pejabat barn berdasarkan peraturan 
daerah. 
Sedangkan di Desa aparatur pemerintahannya dapat diangkat oleh 
kepala Desa dari masyarakat setempat berdasarkan usulan masyarakat 
dan persetujuan dari BPD, hal ini tidak terlepas dari kewenangan yang 
memang antara keduanya memiliki perbedan di mana Kelurahan 
merupakan SKPD yang diatur secara birokratis, sedangkan Desa memiliki 
kewenangan sendiri (otonomi) di mana Kepala Desa dapat mengambil 
kebijakan terkait kebutuhan pemerintahannya. 
 
                                                          
123 Lurah Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu. Wawancara Tanggal, 23 Januari 
2014 
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2. Perangkat Kewilayahan Desa dan Kelurahan 
Dalam menjalankan roda pemerintahan baik di Desa dan Kelurahan 
terdapat Unsur Kewilayahan yang bertugas membantu Kepala 
Pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembanguanan, 
mengatasi masalah sosial kemasyarakatan dalam wilayah kerjanya dan 
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala pemerintahan. Unsur 
Kewilayahan tersebut, di Desa disebut dengan Dusun yang dipimpin oleh 
Kepala Dusun dan di Kelurahan Disebut Dengan Lingkungan yang 
dipimpin oleh Kepala Lingkungan. 
Studi Kasus di Desa Tampumia, Kecamatan Bupon, Kabupaten 
Luwu terdapat 5 (lima) kepala Dusun yang diijabat oleh masyarakat 
setempat. Sedangkan di kelurahan Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten 
Luwu, terdapat 4 (empat) Kepala Lingkungan yang juga dijabat oleh 
masyarakat setempat. Di mana Kepala Dusun di tunjuk dan diangkat oleh 
Kepala Desa dengan mepertimbangkan usulan masyarakat dan BPD, 
sedangkan Kepala Lingkungan di tunjuk Oleh Lurah 
Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, 
Perbedaan antara keduanya terletak pada landasan hukum, dalam 
menjalankan Tugas pokok dan fungsinya. Kepala Dusun di Kabupaten 
Luwu diatur dalam Pasal 19 Perda Kabupaten Luwu No. 13 Tahun 2007, 
sedangkan Lingkungan hanya clicanturnkan pada Lampiran II Perda 
Kabupaten Luwu No. Tahun 2008 Pada bagan Struktur organisasi 
Kelurahan dengan garis komando/perintah (atasan-bawahan), sedangkan 
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penjelasan mengenai Lingkungan tidak ada sama sekali baik itu dalam 
(PP, Permendagri, Perbup) dan peraturan lainnya terkait kelurahan. 
Konsekuensi yang kemudian timbul adalah tidak adanya kepastian 
(legitimasi) terhadap jabatan Kepala Lingkungan baik itu dari masyarakat 
setempat. Sekalipun adanya otonomi daerah lebih mengarah ke konsep 
good governance yang tidak hanya melihat pada (rule govemace), bukan 
berarti mengenyampingkan adanya kepastian hukum. Pertanyaan yang 
kemudian timbul dari masalah ini adalah apakahLingkungan di Kabupaten 
Luwu adalah nama lain dari Rukun Warga (RW)? Sementara peraturan 
tentang RW sebagaimana diatur dalam PP No. 73 Tahun 2005 Tentang 
Kelurahan, RW dibentuk sebagaimana Lembaga Kemasyarakatan 
Lainnya, yakni atas prakarsa masyarakat, dan Pemerintah Kelurahan 
hanya sebagai fasilitator, koordinasi, dan konultasi, sementara pada 
prakteknya Kepala Lingkungan di Kabupaten Luwu ditunjuk oleh Lurah, 
sehingga RW tidak dapat disamakan dengan Lingkungan. 
Jika Lingkungan dibentuk berdasarkan kebiasaan masyarakat, di 
mana sebelumnya Kelurahan adalah Desa, tetapi ketidak pastian hukum 
manjadi masalah yang bisa saja sewaktu-waktu mengakibatkan terjadi 
benturan antara masyarakat setempat mengenai siapa yang menjadi 
kepala (pemimpin) di tingkat Lingkungan. Di daerah lainnya berdasarkan 
literatur yang ada, Kepala lingkungan ada yang ditunjuk oleh Lurah dan 
ada yang dipilih melalUi mekanisme Pemilihan langsung oleh masyarakat 
setempat. 
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Kemungkinan akan terjadinya konflik horizontal terkait kepal 
lingkungan ini akan lebih besar terjadi karena Kepala Lingkungan di 
Kelurahan di Kabupaten Luwu melaksanakan tupoksinya mendapat 
tunjangan dari Pemerintah Daerah. 
3. Perangkat Teknis Desa dan Kelurahan 
Pemerintahan Desa Sebagaimana penjelasan sebelumnya dalam 
Struktur Organisasi Perangkat Pemerintahan Desa terdapat Pelaksana 
Teknis Lapangan yang berfungsi membantu kepala dalam melaksanakan 
hal-hal teknis berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa, dan 
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa, sebagai contoh di 
Desa Tampumia, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, terdapat 3 
perangkat teknis yaitu-. Lumbung Ketahanan Pangan, Penyuluh 
Pendamping Pertanian, dan Petani Pemakai Air. 
Perangkat teknis di kelurahan masuk dalam kelompok jabatan 
fungsional, dalam Perda Kabupaten Luwu No. 7 Tahun 2008 sebutkan 
bahwa, kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Lurah sesuai dengan keahliannya yang dikoordinir oleh 
seorang tenaga fungsional senior yang bertanggungjawab kepada lurah, 
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.124 Di Kelurahan Noling, 
kecamatan Bupon, sebagai sampel penelitian. tidak ada kejelasan tentang 
jabatan fungsional yang dimaksud, namun terdapat satu orang Perangkat 
yang tidak mengisi jabatan yang lain. 
                                                          
124 Kelompok jabatan funsional dalam Perda tersebut tidak dijelaskan secara rinci dan 
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4. Perangkat Kelengkapan Pemerintahan Lainnya di Desa dan 
Kelurahan 
Sebagaimana pembahasan sebelumnya Perbedaan yang paling 
mendasar terkait struktur organisasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di 
Kabupaten Luwu di desa terdapat: Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 
Selain itu terdapat juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan 
Pelaksana Teknis Lapangan, sedangkan di Kelurahan tidak terdapat 
lembaga yang demikian. Berikut penjelasannya masing-masing: 
a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
Anggota BPD diisi oleh masyarakat setempat berdasarkan 
keterwakilan wilayah, tokoh masyarakat, dan tokoh masyarakat lainnya. 
Dan BPD sebagai mitra kerja Pemerintah Desa yang merupakan lembaga 
yang menjalankan fungsi legislatif (penyusunan peraturan Desa), 
konsultatif (perencanaan pembangunan Desa), menyerap aspirasi 
masyarakat, dan kontrol terhadap pemerintah Desa. BPD menjadi institusi 
untuk menjaga akuntabilitas horizontal (Pemerintah Desa-masyrakat). 
Dalam konteks akuntabilitas horizontal itu, pemerintah Desa atau kepala 
Desa, bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD, dan menyampaikan 
keterangan pertanggungjawaban kepada Bupati sebagai bahan untuk 
evaluasi, supervise dan pembinaan. 
Sedangkan di Kelurahan dalam struktur Organisasi Kelurahan di 
Kabupaten Luwu Lembaga selayaknya BPD tidak ada, pada dasarnya 
perbedaan ini terjadi tidak hanya karena tidak diatur dalam peraturan 
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perundang-undangan, tetapi lebih kepada bahwa pemerintahan kelurahan 
adalah bagian yang tak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten (wilayah 
administrative), yaitu diatur sebagaimana Satuan Kerja Perangkat 
Kabupaten (SKPD) lainnya, sehingga dapat disimpulkan tidak ada model 
pertanggungjawaban jalannya Pemerintahan Kelurahan kepada 
masyarakat setempat melainkan pertanggungjawaban vertikal, yakni 
pemerintah Kabupaten/Kota melalui camat. 
Terkait dengan itu, hasil wawancara denganTamsil selaku Lurah 
Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu di Kelurahannnya terdapat 
Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Kelurahan (LPMK), yang 
berfungsi seperti BPD di Desa, tetapi LPMK di kelurahan Noling tidaklah 
berfungsi sebagaimana mestinya, hal ini diakui oleh Tamsil. Lebih lanjut, 
Tamsil mengungkapkan, ia tidak mengetahui tentang keberaclaan 
lembaga ini, termasuk dengan, susunan organisasi, dan orang yang 
mengisi struktur organisasinya.125 
LPMK sebagaimana dijelaskan di atas memang terdapat di Daerah 
Khusus lbu Kota Jakarta yang diberi Nama Lembaga Musyawarah 
Kelurahan (LMK) yang diatur dalam Perda Provinsi Daerah Khusus Ibu 
Kota Jakarta No.5 Tahun 2010. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa 
LMK adalah lembaga musyawarah pada di tingkat kelurahan untuk 
                                                          
125  Tamsil, Lurah Noling, kecamatan Bupon. Kabupaten Luwu. Wawancara, Tanggal 23 
Januari 2014 
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menampung aspirasi serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat, 
yang dipilih secara demokratis dari masyarakat setempat.126 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa LPMK di Kelurahan 
di Kabupaten Luwu pada dasarnya adalah lembaga yang semu, dan 
bukan merupakan perangkat organisasi Pemerintahan Kelurahan, karena 
tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dan keberadaannya yang masih 
dipertanyakan. Sekalipun LPMK ada terdapat di kelurahan, lembaga ini 
tidak bisa disamakan dengan BPD, sebab BPD memiliki fungsi (legislator, 
budgeting, dan control) atau lebih umumnya jaminan akan check and 
balance dalam penyelengaraan Pemerintahan, serta memiliki dasar 
hukum (mengikat/meamaksa). Sedangkan LPMK hanyalah lembaga 
permusyawratan yang tidak memiliki dasar hukum dan pengaturan yang 
jelas Di Kabupaten Luwu. 
 
b. Lembaga Pemberdayaan Msyarakat (LPM) 
Selain itu di Desa di kabupaten Luwu juga terdapat Lembaga 
Pemberdayaan Masyrakat, yang LPM sebagai wadah yang menampung 
semua Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Desa. baik itu memiliki 
tugas pokok dan fungsi yakni: koordinasi, pelayanan, pembinaan, dan 
pendekatan kepada masyarakat.. Pada intinya LPM di Desa Kabupaten 
Luwu, di bentuk agar dalam melaksanakan program Pemerintah Desa dan 
                                                          
126 Dalam UU No.32 Tahun 2004 Pasal 255 disebutkan bahwa, ketentuan Daerah-daerah 
yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan 
Undang-Undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam UU lain. 
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pemerintah diatasnya atau program-program lainnya lebih efektif serta 
efisien.127 
Di Desa Tampumia, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu LPM 
masuk dalam struktur organisasi Pemerintahan Desa, dengan garis putus-
putus yang berardi garis koordinasi, berdasarkan wawancara LPM di Desa 
Tampumia, memiliki susunan organisasi sendiri, bahkan LPM memiliki 
sekretariat yang menjadi pusat kegiatan masyarakat, termasuk 
pelaksanaan musyawarah di Desa. 
Sedangkan dalam struktur organisasi pemerintahan Kelurahan di 
Kabupaten Luwu, lembaga kemasyarakatan tidak masuk dalam struktur 
Pemerintahan Kelurahan. Dari wawancara dan pengamatan selama 
peneiltian di Kelurahan Noling Kecamatan Bupon. tidak ada wadah yang 
sebagaimana di Desa Tampumia yang menaungi Lembaga 
Kemasyarakatan Kelurahan dan cenderung lembaga kemasyarakatan 
yang ada berjalan sendiri-sendiri. 
 
c. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (LKD/LKK) di 
Kabupaten Luwu 
Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya baik di Desa dan di 
Kelurahan terdapat lembaga kemasyarakatan, sebagaimana telah 
dijelaskan sebelumnya Lembaga kemasyarakatan di Desa diatur dalam 
                                                          
127 Lihat pembasan sebelumnya tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kabupaten 
Luwu 
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Perda Kabupaten Luwu No. 13 tahun 2007 Tentang Pemerintahan Desa. 
Sedangkan di Kelurahan diatur berdasarkan PP No. 73 Tahun 2005.128 
Terkait lembaga kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan juga diatur 
Dalam Permendagri No. 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan 
Lembaga Lembaga Kemasyarakatan dalam VI tentang Hubungan Kerja 
disebutkan bahwa: 
Pasal 21 
1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan 
pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. 
2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan 
Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif 
dan konsultatif. 
3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak 
ketiga di desa bersifat kemitraan. 
 
Pasal 22 
1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan 
kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif. 
2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan 
Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat 
koordinatif dan konsultatif. 
3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan 
pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan. 
 
Dari ketentuan di atas Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan 
Kelurahan dapat dibeclakan, yaitu hubungan kerja LKD dengan 
pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif, 
sedangkan di Kelurahan hanya bersifat konsultatif dan koordinatif. 
Kamus Besar Bahasa Indonesia mitra diartikan sebagai: teman, 
sahabat, kawan kerja, pasangan kerja, atau rekan.129 Sehingga dapat 
                                                          
128  Pada saat penelitian, berdasarkan wawancara dengan Staf bagian Hukum Pemda 
Luwu, Perda tentang lembaga kemasyarakatan kelurahan tidak ada. 
129 Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses pada laman website: 
http://www.kamusbesar.com/26039/mitra. Tanggal. 14 Februari 2013, 19:01 Wta 
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disimpulkan bahwa hubungan lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagai 
mitra Pemerintah Desa mengharuskan penyelenggaraan tupoksi, 
khusunya kegiatan kelembagaan yang saling bersinergi atau saling 
menguntungkan satu sama lain. 
Adapun jumlah lembaga kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan 
Kabupaten Luwu, sampel Desa Tampumia dan Kelurahan Noling 
Kecamatan Bupon yaitu: 130 
Tabel. 3 
Perbandingan Banyaknya Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di 
Kabupaten Luwu (Sampel Desa Tampumia dan Kelurahan Noling, Kecamatan 
Bupon) 
 
No. Desa/Kelurahan LPMD/K BPD/DK Pemuda Dasa Wisma Klp.Tani 
1 Ds. Tampumia 1 1 1 1 12 
2 Kel. Noling - - 3 5 5 
Sumber: Hasil olah Data Primer, 2014. 
Secara keseluruhan dari penjelasan di atas terkait perangkat 
Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Luwu berikut tabel 
perbandingan perangkat struktur Pemerintahan sampel Desa Tampumia 
dan Kelurahan Noling. 
Tabel. 4 
Perandingan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan, 











1.  Kepala Desa  Dipilih langsung 
dari dan oleh 
Masyrakat 
setempat 
 Bukan PNS 
 Masa Jabatan 6 
 Diangkat oleh 
Bupati 
 PNS 




                                                          
130 Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu, Kecamatan Bupon dalam Angka. 2013. 
Dipadukan dengan hasil wawancara. 
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Tahun dan dapat 
dipilih kembali 












 Diangkat Oleh 
Bupati melalui 
sekda 
 PNS Masa 
Jabatan tidak 
ditentukan 
Ada Tidak Ada 
3.  Unsur 
Kewilayahan 
 Ditunjuk Oleh 




 Disebut dengan 
Dusun 
 Diatur dalam 
Perda dan Perdes 
 Ditunjuk Oleh 
Lurah 
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Teknis 





3 Tidak Ada 
5.  Lembaga 
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ratan  





g, dan controlling) 
atau check and 
balance 
Tidak  ada 1 Tidak Ada 




 Mitra Kepala Desa 
 Diangkat Oleh 
Kepala Desa 
Tidak Ada 1 Tidak Ada 
Sumber: Hasil olah Data Primer, 2014. 
 
C. Perbandingan Kewenangan Desa dan Kelurahan di Kabupaten 
Luwu 
Antara Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Luwu 




Perbandingan Kewenangan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Luwu 
 
No. Perbedaan Desa Kelurahan 
1.  Dasar Hukum Perda No. 13 Tahun 2007 Pasal 52 
PP No. 73 
Tahun 2005 
2.  Kewenangan 
a. Urusan  Pemerintahan yang sudah 
ada berdasarkan Hak asal usul 
Desa; 
b. Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Kabupaten 
yang diserahkan pengaturannya 
kepada Desa; 
c. Tugas pembantuan dari 
Pemerintahan, pemerintah 
provinsi; dan 
d. Urusan Pemerintahan lainnya 
yang oleh peraturan Perundang-








3.  Jenis Atribusi, Delegasi, dan Mandat Delegasi 
Sumber: Hasil olah Data Primer, 2014. 
 Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: Kewenangan 
asal-usul yang dimiliki Desa di Kabupaten Luwu adalah hak untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan asal-usul adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan 
peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mengidentifikasi jenis 
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan mengembalikan kewenangan 
tersebut, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.131 
Dari penjelasan di atas menimbulkan beberapa permasalahan untuk 
mengidentifikasi kewenangan asal-usul yang di maksud: Pertama, di 
Kabupaten Luwu tidak ada satupun Perda yang mengatur tentang 
kewenangan asal-usul. Kedua. Hak untuk mengatur dan mengurus 
                                                          
131 Lihat Penjelasan Pasal 52 Huruf (a) Perda Kabupaten Luwu No. 13 Tahun 2007 
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merupakan pengakuan atas adanya otonomi di Desa tetapi hal ini menjadi 
ambivalen karena Desa sendiri merupakan Perangkat Kabupaten 
sehingga pengakuan ini hanya di atas kertas. Sekalipun dalam Perda 
Tentang Pemerintahan Desa di Kabupaten Luwu, Pemerintah Desa dapat 
membuat Peraturan Desa (Perdes) tetapi kemudian hal ini tidak dapat 
juga dikatakan sebagai hak untuk mengatur sebab Perdes dalam 
mengatur hal tertentu di Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan 
yanga ada diatasnya (Perda). 
Selain itu, kewenangan mengenai Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada 
Desa, Hasil penelitian dan wawancara di Kabupaten Luwu menunjukkan 
bahwa kewenangan Kabupaten Luwu yang diatur dalam Perda No. 3 
Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupten Luwu, dari 26 urusan wajib dan 5 urusan 
pilihan tak satupun urusan yang dilimpahkan kepada Desa.132 
Kewenangan terkait Urusan pemerintahan lainnya yang oleh 
peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa. Terkait hal ini, 
tidak ada kejelasan mengenai kewenangan sebagaimana yang dimaksud 
dalam Perda No. 13 Tahun 2007 tidak dijabarkan bahkan dalam PP No. 
72 Tahun 2005 juga tidak menjabarkan lebih lanjut klausul kewenangan 
ini. Sehingga dari penjelasan tersebut secara teoritis Desa memiliki 
                                                          
132 Lihat penjelasan sebelumnya. 
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Kewenangan yang Luas sedangkan Kelurahan memiliki keweangan yang 
terbatas. 
 
D. Perbandingan Keuangan Kelurahan dan Desa di Kabupaten Luwu  
Dari penjelasan sebelumnya antara Desa dan Kelurahan memiliki 
keuangan yang berbeda berikut Tabel Perbandingan keuangan Desa dan 
Kelurahan.  
Tabel. 6 
Perbandingan Keuangan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Luwu 
 
No Keterangan Desa Kelurahan 
1. Sumber 
 
a. Pendapatan asli desa; 
b. Bagi hasil pajak Daerah dan 
dari retribusi Daerah 
Tertentu 
c. Bagian dari dana 
perimbangan keuangan 
pusat dan daerah yang 
diterima oleh Kabupaten 
d. Bantuan keuangan dari 
Pemerintah, Pemerintah 
Provinsi, dan Pemerintah 
Kabupaten dalam rangka 
pelaksanaan urusan 
pemerintahan; 
e. Hibah dan sumbangan dari 














dan bantuan pihak 
ketiga 
c. Sumber-sumber 
lain yang sah dan 
tidak mengikat. 
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Sumber: Hasil olah Data Primer, 2014. 
 
Dari Tabel 6 di atas dapat dijelaskan bahwa keuangan desa, dan 
kelurahan memiliki sumber keuangan yang berbeda yakni Kelurahan 
dialokasikan melalui APBD secara langsung sedangkan di desa terdapat 
pendapatan asli desa, dan bagi hasil pajak, Bagian dari dana 
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. 
Dan di Desa Anggaran tersebut dituangkan dalam Alokasi Dana Desa 
(ADD). 
Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh 
per seratus) untuk Desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian 
diperuntukkan bagi Desa yang dijelaskan bahwa dari bagi hasil pajak 
daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diberikan 
langsung kepada Desa. Sedangkan dari retribusi Kabupaten/Kota 
sebagian diperuntukkan bagi Desa yang dialokasikan secara 
2. Alokasi a. Setinggi-tingginya 30 % (tiga 
puluh per seratus) untuk 
Belanja Aparatur dan 
Operasional Pemerintahan 
Desa (Pemerintah Desa dan 
BPD). 
b. Paling sedikit 60 % (enam 
puluh per seratus) untuk 
Belanja Pemberdayaan 
Masyarakat. 
c. Maksimal 10 % untuk 






a. Biaya Operasional 
Pemerintahan 






proporsional.133 Sedangkan bagian dari dana perimbangan keuangan 
pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling 
sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa 
secara proporsional yang merupakan alokasi dana Desa. Dana 
perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah terdiri dari dana bagi 
hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah 
dikurang belanja pegawai. Dana dari Kabupaten/Kota diberikan langsung 
kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 
30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional 
pemerintah Desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan 
untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.134 
Selain itu sumber pendapatan asli Desa seperti hasil usaha Desa, 
hasil kekayaan Desa, tetapi hal itu tidak dapat diandalkan. Misalnya 
sumber pendapatan asli Desa, tidak pernah digali karena kebanyakan 
Desa sudah tidak memiliki akses terhadap sumber daya alam yang dapat 
dikelola untuk mendatangkan hasil bagi keuangan Desa. Untuk membuka 
usaha Desa, sumberdaya manusianya tidak mendukung, termasuk 
persoalan modal yang tidak dimilki. Terkait keuangan, sampel di Desa 
Tampumia, Kecamatan Bupon, ADD Tahun 2013 sebesar Rp. 67.000.000 
sedangkan di Kelurahan Noling. Rencana Pelaksanaan Anggaran 
Kelurahan 2013 dari APBD sebesar Rp. 100.900.000.135 
                                                          
133 Lihat Penjelasan Pasal 107 Huruf (b)Perda Kabupaten Luwu No.13 Tahun 2007 
134 Pasal 107 Huruf (a) 
135 Data Desa Tampumia dan Kelurahan Noling. 
 104 
Tentunya jumlah anggaran tersebut sangatlah kurang untuk 
mebiayai program pemerintahan baik di Desa dan Kelurahan. Terutama di 
Desa yang tidak punya anggaran yang cukup untuk memberikan 
honor/tunjangan perangkat pemerintahannya sementara perangkat 
pemerintahan kelurahan memiliki gaji yang tetap sebagai Pegawai Negeri 
Sipil. Lebih lanjut, seharusnya Keuangan Pemerintahan Desa lebih 
memiliki keuangan yang lebih besar di banding kelurahan, sebab desa 
punya potensi penerimaan yang juga besar sebagaimana telah dijelaskan 
sebelumnya. 
 
4.3 Efektivitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kabupaten 
Luwu 
Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori efektivitas 
memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat 
efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap 
suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum, 
efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian 
target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam 
jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan 
teori efektivitas secara umum, pars ahli pun memiliki beragam pandangan 
terkait dengan konsep efektivitas organisasi. 
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Mengutip Ensiklopedia administrasi136, menyampaikan pemahaman 
tentang efektivitas sebagai berikut : 
“Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian 
mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau 
seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu 
yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau 
menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang 
dikehendaki.” 
 
Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat 
dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang 
clikehenclaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan 
pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal 
tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian 
suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau 
kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut 
telah mencapai tujuannya. Jika dikaitkan dengan Pemerintahan maka 
tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program 
atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi pemerintahan 
tersebut. 
Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, 
Achmad Ali137 berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh 
mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat 
mengukur "sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati". Lebih 
lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang 
                                                          
136 http://tesisdisertasi.bloqspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html, diakses pada tanggal 
6 Oktober 2012. 
137 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan VoL 1 (Jakarta: Kencana, 
2010), 375. 
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banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah 
profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari 
pars penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan 
terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan 
tersebut. 
Pada Dasarnya Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam mencapai 
tujuan/efektivitas pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah, 
mengharuskan penyelengaraan pemerintahan dari sekedar rule 
government menjadi good governance, yakni penyelengaraan 
pemerintahan yang secara umum berdasarkan asas: partisipasi, 
transparansi, dan akuntabilitas. 
 
4.3.1. Efektivitas Pemerintahan Desa di Kabupaten Luwu 
Dalam mengukur efektivitas penyelengaraan pemerintahan Desa di 
Kanupaten Luwu sampel yang digunakan adalah Desa Tampumia, 
Kecamatan Bupon. 
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik 
paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan 
(perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari 
birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni 
menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program 
pembangunan, memberikan pelayanan administratif (surat-menyurat) 
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kepada masyarakat. Di sisi lain, karena dekatnya arena, secara normatif 
masyarakat akar-rumput sebenarnya bisa menyentuh langsung serta 
berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat 
Desa. Para perangkat Desa dikonstruksi sebagai pelinclung dan 
pengayom warga masyarakat. Para pamong Desa beserta elite Desa 
lainnya dituakan, ditokohkan dan dipercaya oleh warga masyarakat untuk 
mengelola kehidupan publik maupun privat warga Desa.138 
Keberhasilan suatu pemerintahan dapat dilihat dari seberapa besar 
perangkat pemerintahan di desa menjalankan tugas dan fungsinya 
sebagai abdi masyarakat, sehingga peneyelenggaraan otonomi daerah di 
tingkat Desa dapat mencapai tujuannya utamanya. 
Penyelenggaraan pemerintahan oleh perangkat-perangkat 
pemerintah di Desa Tampumia dari pengamatan dan hasil wawancara, 
perangkat Pemerintahan Desa sangat menggantungkan pelaksanan 
pemerintahan pada Kepala Desa, hal ini memang menjadi kecenderungan 
yang terjadi di Desa-Desa yang lain tidak hanya di Desa Tampumia. 
Hasil wawancara dengan Mustika, Selaku Kepala Desa Tampumia, 
dalam melaksanakan apa yang menjadi kewenangan dan 
tanggungjawabnya, ia masih mengalami kesulitan. Menurutnya, hal 
tersebut terjadi dikarenakan sumber daya manusia perangkat 
pemerintahannya, belum mampu memahami dengan baik apa yang 
menjadi tugas dan fungsinya, sehingga dalam pelaksaanan pemerintahan 
                                                          
138  Op-Cit, Tim Penyusun RUU desa .Hlm 28 
 108 
di desa, masih sangat bergantung kepada Kepala Desa. Mustika 
menambahkan, perangkat pemerintahan yang dimiliki tingkat 
pendidikannya paling tinggi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 
sebagian besar Lulusan Sekolah Mengah Pertama. 
Terkait dengan itu, adanya kewenangan Kepala Desa dalam 
menunjuk perangkat pemerintahannya sendiri dari masyarakat setempat 
kecuali Sekretaris Desa, sangat tergantung pada sumber daya manusia 
yang berada di desa bersangkutan. Sementara Desa tidak hanya sekedar 
sebagai lembaga yang mengurus pemerintahan dengan pendekatan 
tradisional tetapi juga sebagai organisai yang birokratis yang 
membutuhkan pengetahuan tentang manajemen pemerintahan atau 
teknis administratif lainnya. Selain itu, pelayanan yang dilakuakan oleh 
desa adalah pelayanan prima (1x24 Jam) yang tidak mengenal waktu atau 
jam kerja, sehingga pemrintahan Desa dituntut untuk melakuakan 
penyelengaraan pemerintahan secara efektif. 
Adapun penyelenggraan Pemerintahan Desa terkait kinerja 
perangkat pemerintahan yaitu: 
1. Sekretariat Desa 
Sekretariat Desa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, 
memiliki fungsi untuk menyelenggarakan teknis pemerintahan yang terkait 
dengan persoalan administratif. Sebenarnya keberadaan Sekretaris Desa 
yang di-PNS-kan, diharapkan agar pelayanan kepada masyarakat di 
tingkat desa lebih terjamin, tetapi pada kenyataannya di Kabupaten Luwu 
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hampir semua sekretaris Desa yang ada, tidak menjalankan tugasnya 
dengan baik.139 Sejalan dengan itu, hasil wawancara dengan Yahya,140 
menjelaskan bahwa Banyak sekertaris di Kabupaten Luwu, khususnya di 
Kecamatan Bupon, dalam menjalankan urusan pemerintahannya tidak 
sejalan dengan Kepala Desa, hal ini dikarenakan sekretaris desa 
berstatus PNS sedangkan Kepala Desa adalah jabatan Politik, 
menyebabkan Sekretaris Desa terkadang menanggap atasannya 
hanyalah sekertaris camat, sesuai dengan status kepegewaian yang 
dimilkinya.141 
Sejalan dengan itu, Mustika142 mengungkapkan bahwa, pelayanan 
kepada masyarakat terkait persoalan administrasi (surat-menyurat) di 
Desa Tampumia masih terfokus kepada Kepala Desa, sekertaris desa 
bertempat tinggal (domisili) di luar Desa, intensitas kehadirannya di Desa 
sangat rendah. la juga menambahkan, evaluasi sekretaris desa sebagi 
PNS dilakukan oleh sekretaris kecamatan, seharusnya hal ini dilakukan 
oleh kepala desa, kerena kepala desalah yang lebih tau tentang kinerja 
perangkat dibawahnya, dan hal ini akan mengikat sekertaris desa untuk 
menjalankan tugas dan fungsinya. Lebih lanjut Mustika menjelaskan 
bahwa, adanya status sekretaris desa sebagai PNS dapat menimbulkan 
                                                          
139 Pada saat peneliti melakukan penilitian di Desa Tampumia, Sekretaris Desa tidak 
berada di desa tersebut is tingga di daerah lain, dan peniliti kesulitan mendapatkan 
data akibat administrai (surat-menyurat) yang tidak berjalan dengan baik. 
140  Sekretaris Camat Bupon, Kabupaten Luwu. Wawancara, Tanggal 24 Januari 2014 
141 Kepala Desa Tampumia, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu. Wawancara, Tanggal 
17 Januari 2014 
142  Kepala Desa Tampumia, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu. Wawancara, 
148Tanggal 17 Januari 2014 
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kecemburuan sosial antara perangkat desa lainnya, termasuk Kepala 
Desa, misalnya dalam hal pemberian tunjangan, dan juga memberikan 
pelayanan prima yang tidak mengenal jam kerja sebagaimana perangkat 
lainnya143 Sehingga adanya jabatan Sekretaris Desa menjadi faktor yang 
menghambat jalannya pelayanan kepada masyarakat. 
Sebenarnya masalah yang terjadi terkait jabatan Sekretaris Desa di 
Tampumia tidaklah menjadi penghambat jika saja Sekretaris memahami 
apa yang menjadi kewajibannya dalam ketentuan perundang-undangan 
yang mewajibkan kepada Sekretaris Desa, termasuk kewajiban untuk 
berdomisili di Desa di mana iya menjabat. Sehingga faktor ini lebih kepada 
faktor manusianya sendiri. 
Selain itu terdapat juga beberapa Kepala Urusan yang membantu 
melaksanakan urusan teknis administrasi, tetapi kembali lagi pada 
keterbatasan kualitas SDM perangkat tersebut tidak dapat diandalkan 
untuk medukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. 
2. Kepala Dusun 
Keberaclaan Unsur kewilayahan sejatinya adalah konsep pembagian 
kekuasaan kepala desa kepada masyarakat yang ditunjuk, sehingga 
penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan optimal dan tidak 
bergantung kepada kepala desa. 
                                                          
143 Pada saat peneliti melakukan penelitian di Desa Tampumia, Administrasi Desa tidak 
lengkap, sehingga kesulitan dalam mengumpulkan adata yang dibutuhkan. 
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Hasil wawancara dengan Saharuddinl144 menyebutkan bahwa, 
selaku Kepala Dusun Tampumia, Desa Tampumia, selama ini koordinasi 
dengan Kepala Desa dan BPD serta masyarakat berjalan dengan baik, 
jika ada masalah masyarakat dan juga pembangunan diwilayahnya ia 
berperan aktif dan selalu melaporkannya kepada kepala desa.145 Terkait 
dengan pelaksaanaan fungsi Kepala Dusun, Mustika146 selaku Kepala 
Desa Tampumia, mengungkapkan bahwa, Kepala Dusun di wilayahnya, 
menjalankan fungsinya dengan baik, dan selalu mengkoordinasikan setiap 
permasalahan masyarakat yang terjadi di wilayahnya, termasuk juga 
dalam hal program pembangunan. 
Lebih lanjut ia menjelaskan meskipun kepala Dusun menjalankan 
tugasnya dengan baik, dan selalu mengkoordinasikan setiap masalah 
yang terjadi di wilayahnya, namun terkadang hal ini menjadi kurang baik, 
sebab ada masalah yang seharusnya bisa langsung diselesaikan oleh 
kepala dusun sebaga perangkat pembantu tugas Kepala Desa seringkali 
terhambat, kepala Dusun sangat bergantung kepada kepala desa dan 
menunggu kepala Desa untuk menyelesaikannya secara langsung. 
3. Badan Permusywaratan Desa (BPD) 
Jaminan akan terjadinya konsep tata pemerintahan yang baik di 
tingkat Desa utamanaya: partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas 
seungguhnya dapat terjadi apabila tugas pokok dan fungsi BPD dapat 
                                                          
144 Syaharuddin, Kepala Dusun, Tampumia, Desa Tampumia. Wawancara ,Tanggal. 25 
Januari 2014 
145 Mustika, Kepala Desa Tampumian. Wawancara dengan Tgl 26 januan 2014 
146 Ibid 
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berjalan dengan baik, dan hal ini selalu terkait dengan kemampuan 
pemangku kewenanangan sebagai penyelenggara. 
Studi kasus di Desa Tampumia, Suhaib selaku ketua BPD 
Tampumia, mengungkapkan bahwa, selama ini dalam menjalankan tugas 
dan fungsinya, proses musyawarah rutin dilaksanakan seperti 
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang), pembuatan perdes, 
penyelesaian masalah masyarakat, serta koordinasi dengan kepala desa 
dan perangkat desa lainnya, tetap berjalan dengan baik. 
Sedikit berbeda dengan Mustika,147 menurutnya keberadaan BPD di 
desanya, sekalipun tugas dan fungsi BPD disebutkan dengan jelas di 
dalam Perda, namun dalam implementasinya tidak berjalan dengan baik, 
dikarenakan SDM terkait latar belakang pendidikan, misalnya dalam 
pembuatan Perdes, belum mampu memahami merumuskan sebuah 
aturan sehingga kembali lagi kepada Kepala Desa. Hal ini juga dapat 
dilihat dari produk legislasi (Perdes) yang dihasilkan sangatlah minim dari 
apa yang seharusnya. 
Terkait hal tersebut, Azam Awang berpendapat bahwa formulasi 
sebuah lembaga legislasi di desa merupakan hal barn bagi masyarakat 
desa, kerena itu konsekuensi yang ditanggung adalah keterbatasan 
sumber days manusia yang ada di desa dalam memahami proses dan 
mekanisme sebuah konsep legislasi.148 
                                                          
147 Mustika, Kepala Desa Tampumian. Wawancara dengan Tgl 26 januan 2014 
148 Azam Awang, Op.Cit, HIm. 110 
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Adanya fungsi pengawasan dan mekanisme kontrol yang di miliki 
oleh BPD sebagai wadah demokrasi Desa, berdasarkan hasil wawancara 
dengan beberapa masyarakat di Desa Tampumia, menunjukka 
keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pembangunan dan menghadiri 
forum musyawarah desa, tergolong tinggi, namun keterlibatan masyarakat 
hanya sekedar hadir dan mendengarkan.149 
Sehingga dapat dikatakan transparansi dan akuntabilitas di Desa 
juga hanya terjadi sebagai sebuah formalitas semata bukan secara 
substansial, sebab forum yang berlangsung satu arah tersebut hanya 
memperlihatkan sebuah sosialisasi kebijakan dan pertanggungjawaban. 
Sementara proses yang berlangsung satu arah adalah transparansi dan 
akuntabilitas yang lemah. 
Hal ini diperparah dengan kualitas SDM masyarakat tidak mampu 
menampung ruang yang dimiliki untuk memberikan umpan balik, apalagi 
melakukan kritik terhadap pemerintah. Selain itu rasa kekeluargaan yang 
masih kental di Desa memberikan legtimasi kepercayaan masyarakat 
kepada elite Desa (pemerintah) dalam menjalankan pemerintahan. 
Sehingga akuntabilitas Pemerintah Desa sesungguhnya barn terjadi pada 
Pemerintah Kabupaten ketimbang kepada konstituenya (masyarakat 
Desa). 
Selain itu, di Desa juga terdapat Musyawarah Perencana 
Pembangunan yang rutin dilaksanakan tiap tahunnya yaitu Rencana Kerja 
                                                          
149 Beberapa Masyarakat Desa Tampumia, Tgl. 29 s/d 31-01-2014 
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Pembanguan Desa (RKPD) untuk jangka 1 Tahun yang merupakan 
penabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
(RPJMD) yang direncanakan selama 6 Tahun sebagai usulan untuk 
pembanguanan infrastruktur di Desa yang diusulkan kepada pemerintah 
Kabupaten, Tetapi forum ini tidak meberikan apa-apa dan hanya sebagai 
rutinitas tanpa realisasi. Terkait itu, menurut Mustika, apa yang diusulkan 
dalam Musrembang tidak pernah tersalur, karena syarat dengan 
kepentingan politik, primordialisme, dan kepentingan kelompok tertentu, 
sehingga pembangunan di infrastruktur di desa utamanya jalan-jalan Desa 
yang bertahun-tahun di usulkan hanya pengerasan tidak pernah 
dilaksanakan. Padahal jalan sengat dibutuhkan agar dapat mendorong 
perekonomian masyarakat.150 
4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) 
Pada dasarnya LPMD merupakan lembaga yang berfungsi sebagai 
wadah untuk mendorong partisipasi (keterlibatan secara langsung) dalam 
pembangunan di Desa. Di Desa Tampumia LPM ini memiliki sumbangsih 
yang cukup dipertimbangkan dalam membantu jalannya penyelenggaraan 
program pemerintah di Desa. Secara umum LPM Di desa Tampumia, 
masih rutin melakukan pertemuan dengan masyarakat, dan forum-forum 
masyarakat desa dilaksanakan dan terpusat di sekretariat LPM. Tapi 
dalam pelaksanaan kegiatan, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di desa 
hanya aktif bila mendapatkan dana. 
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Menurut Yusriadi151 LPM memiliki fungsi untuk memberikan 
pelatihan kepada masyarakat kepada kelompok organisasi 
kemasyarakatan, tetapi dalam implementasinya hal ini tidak terlaksana 
dikarenakan kelompok masyarakat, misalnya di beberapa kelompok Tani 
(pertanian, perkebunan, dan kehutanan) bergerak sendiri-sendiri bahkan 
antara anggota dan pengurus tidak berjalan dengan baik, hal ini sulit 
dilakukan karena pengurunya sendiri tidak memahami tentang tugas dan 
fungsinya sesuai dengan jabatan yang dimiliki. 
Sejalan dengan itu Mustika152 menjelaskan, selama ini ada beberapa 
kelompok tani misalnya dalam memohon permintaan bantuan kepada 
pemerintahan kabupaten atau program bantuan pemerintah nasional, 
kepala desa hanya sekedar mengetahui dan menanclatangani proposal 
permohonannaya, ketika permohonan tersebut disetujui dan programnya 
masuk di desa, pemerintah desa tidak lagi mengetahui, sehingga sulit 
untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan kelompok tersebut, 
selain itu tidak ada transparansi yang masuk ke desa tentang 
pelaksaannya, sebab program tersebut bukan merupakan program 
pemerinatahan desa. Masalah lain yang juga menjadi faktor penghambat 
adalah, LPM tidak memiliki tunjangan keanggotaan. Biaya opresional LPM 
hanya diberikan sebesar Rp. 150.000 per bulannya yang diambil dari 
ADD, yang tentunya tidak cukup untuk membiayai kegiatan LPM. 
                                                          
151 Sekretaris LPM Desa Tampumia, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu. Wawancara, 
Tanggal 31 Januari 2014. 
152 Kepala Desa Tampumia, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu. Wawancara, Tanggal 
31 Januari 2014 
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5. Pelaksana Teknis Lapangan 
Keberadaan Pelaksana Teknis Lapangan sangat membantu dalam 
hal menjalankan roda pemerintahan desa terkait pelayanan kepada 
masyakat, dan penggembangan potensi sumber daya desa dan hal teknis 
lainnya. Sebagai Salah satu contoh di Desa Tampumia terdapat Lumbung 
Ketahan Pangann (LKP), keberadaan LKP diatur dalam Perdes 
Tampumia No.4 Tahun 2008 Tentang Lumbung Ketahanan Pangan. 
Dalam Perdes tersebut mengatur bahwa, setiap petani penggarap 
sawah setiap mass panen, dikenakan pungutan sebesar 50 Kg 
gabah/hektar, yang dipungut sebelum ada pembagian antara pekerja dan 
pemilik lahan, pemungatan gabah tersebut dilakukan oleh kolektor 
sebagai pelaksana LKP. Hasil penjualan gabah tersebut, 60% 
dialokasikan untuk pembangunan berskala desa (rehab kantor desa, 
rehab lumbung, rehab bendungan, pembagian lapangan sepak bola), 20% 
diberikan kepada kolektor sebagai upah, 10% persen sisanya masuk di 
rekening sebegai kas desa. Jika tidak ada pembangunan berskala desa 
60% dans tersebut dikembalikan lagi kepada masing-masing dusun 
sesuai dengan pungutan di wilayahnya untuk dimusyawarahkan bersama 
dengan masyarakat. 
Dari adanya kebijakan ini, Lumbung Ketahanan Pangan mampu 
memberikan sumbangsih yang nyata terhadap pembangunan fisik, seperti 
pembuatan gorong-gorong, jembatan, saluran irigasi, dan pengerasan 
jalan serta pembanguanan lainnya. Selain itu Desa juga memiliki 
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cadangan pangan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dan 
bisa sewaktu-waktu digunakan untuk membantu masyarakat yang 
tergolong miskin, dan menyuplai kebutuhan beras bagi kegiatan-kegiatan 
Desa.153 
A. Kewenangan Desa 
Keberadaan Desa di Kabupaten Luwu sebagi Perangkat Kabupaten, 
sebagaimana dijelaskan terjadi ambivalensi atau ketidakjelasan tentang 
kewenangan yang benar-benar dapat berfungsi untuk memberdayakan 
masyarakat lokal. Hali ni diungkapkan oleh Mustika Selakau kepala Desa 
Tampumia, Bahwa belum adanya penyerahan kewenangan dari 
Pemerintah Kabupaten, khusunya masalah pembangunan desa menurut 
Mustika, mengakibatkan Desa tidak mampu memanfaatkan hasil dari 
potensi alamnya sendiri. Contohnya di Desa Tampumia terdapat tambang 
Golongan C (batu dan pasir), tetapi pemerintah desa tidak dapat menarik 
pendapatan dari tambang tersebut, sebab kewenangan penarikan retribusi 
dan pajak menjadi kewenangan pemerintah daerah, dan tambang tersebut 
memiliki izin dan bayar pajak kepada daerah, sehinga tidak mungkin 
membuatkan peraturan desa terkait tambang, karena akan bertentangan 
dengan peraturan yang ada diatasnya.154 
Terkait fakta empiris, sesungguhnya apa yang terjadi Desa 
Tampumia seharusnya tidak menjadi masalah, sebab keberadaan desa 
yang sebagai entititas pemerintahan yang memiliki otonomi asli (dari desa, 
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Tanggal 17 Januari 2014 
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oleh desa, dan untuk desa) bertujuan untuk pencapaian cita-cita Desa 
yang mandiri, demokratis dan sejahterah. 
Sekalipun demikian, di desa Tampumia dengan kewenangan yang 
dimiliki untuk membuat Perdes berdasarkan kebutuhan masyarakatnya 
berhasil membuat Perdes Lumbung Ketahan Pangan sebagaimana 
dijelaskan sebelumnya, padahal masalah Ketahan Pangan merupakan 
kewenangan yang dimiliki oleh Kebupaten yang menjadi urusan wajib, 
yang idelanya, sebagai Perangkat Kabupaten, kewenangan tersebut 
harus lebih dulu dilimpahkan sehingga Desa dapat mengaturnya. 
Terkait dengan Lumbung Ketahanan Pangan. Mustika selaku Kepala 
Desa Tampumia menjelaskan bahwa, kebijakan tentang LKP ini 
merupakan kebijakan yang dibuat dalam rangka mendorong 
pembangunan di desa, dengan menggali potensi sumber daya di desa, 
sehingga masyarakat dapat menikmati. Kebijakan ini juga menjadikan 
Desa Tampumia mendapatkan penghargaan Ketahan Pangan Nasional 
oleh Presiders RI di Tahun 2011, yang hanya didapatkan oleh 4 Desa di 
seluruh Indonesia.155 
B. Keuangan Desa 
Masalah keungan yang sangat minim yang dimiliki oleh desa juga 
menjadi faktor yang menghambat efektifitas pemerintahannya, Sebagai 
contoh di Desa Tampumia dalam Anggaran yan terdapat dalam Alokasi 
Dana Desa Tahun Anggaran 2013, Desa Tampumia memiliki dana 
                                                          
155 Wawancara Tanggal 17 Januari 2014 
 119 
sebesar Rp. 67.000.000 untuk meibayai penyelengaraan pemerintahan, 
pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, termasuk tunjangan 
aparatur yang diamanatkan oleh perda, yang tentu tdak cukup. 
Terkait masalah keuangan, sebenarnya Desa memiliki sumber 
pendapatan Asli Desa sebagaimana yang di jelaskan sebelumnya, yang 
secara umum di dapat dari hasil usaha Desa dan kekayaan Desa. Tapi 
dana itu kemudian tidak memberikan sumbangsih yang mampu membuat 
Desa memiliki kemadirian keuangan sebagaimana yang diharapkan, 
Pertama Usaha Desa yang didapatkan melalui BUMDes tidak disertai 
dengan ketersedian modal usaha, sehingga keberadaanya tidak 
memberikan kontribusi. Kedua Kekayaan Desa seperti tanah kas Desa 
dan pendapatan sumberdaya alam, juga tidak dapat dimaksimalkan oleh 
desa karena sumberdaya alam desa tersebut menjadi kewenangan 
kabupaten dalam pengelolaan. 
Terkait fakta empiris di Desa Tampumia, semestinya tidak terjadi 
sebab keberadaan desa yang sebagai entitas pemerintahan yang memiliki 
otonomi asli (dari desa, oleh desa, dan untuk desa) bertujuan untuk 
pencapaian cita-cita Desa yang mandiri, demokratis dan sejahterah. 
Tetapi apa yang terjadi merupakan dilema pengaturan pemerintahan, 
dimana peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan desa masih 
belum jelas dalam menempatkan kedudukan dan kewenangannya. 
Sementara itu, terkait tunjangan Aparatur Perangkat Pemerintahan 
Desa per bulannya dibiaya dari APBD Kabupaten Luwu yaitu: Kepala 
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Desa sebesar Rp.1.500.000, dan perangkat lainnya kecuali Sekretaris 
Desa, sebesar Rp. 500.000. Tetapi tunjangan tersebut hanya untuk 
jabatan-jabatan strategis dalam struktur Organisasi Pemerintahan 
(ketua/koordinator).156 
Sehingga kemandirian yang diharapakn khusunya masalah sumber-
sumber keuangan Desa terutama Pendapatan Asli Desa masih 
dipertanyakan, sebab apa yang diatur dalam perundang-undangan 
tidaklah semudah yang diharapkan, ditambah tidak disertai dengan 
peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki. 
 
4.4.2 Efektivitas Pemerintahan Kelurahan di Kabupaten Luwu 
Studi kasus terkait Pemerintahan Kelurahan di Kabupaten Luwu 
yang dilakukan di Kelurahan Noling, Kecamatan Bupon. 
A. Penyelengaraan Pemerintahan di Kelurahan Noling 
Sebagai wilayah adminitratif yaitu perangkat pemerintahan 
Kabupaten Luwu sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya, 
kewenangan penyelengaraan pemrintahan kelurahan selain apa yang 
menjadi tupoksinya adalah kewenangan tugas pembantuan yang 
dilimpahkan oleh Kabupaten kepada Kelurahan sebagi Satuan Kerja 
Perangka Daerah (SKPD). 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat dan 
pengamatan di lokasi peneltian menujukkan bahwa, Lurah Noling dalam 
melaksanakan tugasnya memipin jalannya pemerintahan tergolong cukup 
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baik, utamanya dalam hal administratif (surat-menyurat) masyarakat tidak 
mengalami kendala yang berarti. Hanya saja pelayanan tersebut hanya 
dilakukan pada hari kerja, sebab stausnya sebagai PNS. 
Selain itu model pertanggungjawaban penyelengaraan pemerintahan 
di Kelurahan adalah pertanggungjawaban kepada Pemrintah kabupaten 
melalui camat, sehingga jika merujuk pada konsep good govemace yaitu 
adanya akuntabilitas yang diutamakan pada masyarakat tidak terjadi. 
 
B. Penyelengaraan Pemerintahan terkait kelengkapan Aparatur 
pemerintahan 
Penyelengaraan pemerintahan kelurahan Noling, tidak berjalan 
efektif dikarenakan kelengkapan aparat pemerintahan yang dimiliki tidak 
memadai, jabatan Sekretaris Lurah tidak terisi dan semua jabatan Kepala 
Urusan yang berjumlah 4 juga tidak terisi, namun terdapat 2 orang staff 
yang belum ditempatkan dalam jabatan yang ada. Sehingga faktor 
keterbatasan Kuantitas SDM apartur yang dimiliki oleh Kelurahan Noling 
menjadi masalah yang sangat krusial. 
Menurut keteranga Tamsil, perangkat Kelurahan di kelurahannya 
termasuk sudah tidak terisi selama 3 tahun terakhir, dan telah di usulkan 
beberapa kali kepada Pemerintah Kabupaten namun tidak terisi sama 
sekali. Lurah tidak dapat mengangkat perangkat kelurahannya, karena 
kewenangan tersebut merupakan kewenangan Bupati yang diurus oleh 
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BKD.157 Terkait masalah ini Nurhudayah158 mengungkapkan, bahwa di 
Kabupaten Luwu masih banyak kelurahan yang perangkatnya tidak 
lengkap. Sehingga seringkali masalah ini menghambat efiktivitas jalannya 
pemerintahan di kelurahan. 
Berdasarkan fakta empiris selama penelitian, hal ini berbanding 
terbalik dengan fakta yang terjadi di Kantor Kabupaten, sebab terdapat 
banyak pegawai yang menanggur dalam artian melakukan kegiatan yang 
tidak terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Sipil Negara. Hali 
ini dibenarkan oleh Syaiful, menurutnya jumlah PNS pemerintahan di 
Kabupaten Luwu sudah banyak, tetapi dalam hal penempatannya tidak 
merata di setiap SKPD-SKPD, padahal perangkat pemerintahan di tingkat 
kelurahan seharusnya lebih diutamakan, sebab mereka berhubungan 
langsung dengan masyarakat.159 
Sehingga dapat disimpulkan pelaksananaan penyelengaraan 
pemerintahan kelurahan sangat ditentukan oleh kebijakan kabupaten, 
karena Lurah sebagai kepala pemrintahan tidak memiliki kewenangan 
untuk menunjuk perangkat pemerintahan yang berada di bawahnya. 
 
C. Kepala Lingkungan 
Pengaturan kepala lingkungan di Kabupaten Luwu, sebagaimana 
telah dijelaskan sebelumnya memang tidak diatur diperaturan manapun 
                                                          
157  Tamsil, Lurah Noling, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu. Tanggal 30 Januari 2014 
158 Nurhudayah, Kasubag Pemerintahan Kabupaten Luwu. Wawancara Tanggal 24 
Januari 2014 
159  Syaiful, Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten Luwu, Wawancara. 
Tanggal 30 Januari 2014 
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(Perda, Peremendagri PP, dan UU) sehingga terkait tugas pokok, dan 
fungsi Kepala Lingkungan juga tidak diketahui batasannya. Sehingga 
dalam melaksnakan apa yang menjadi Tupoksi kepala lingkungan 
diselenggarakan sebagaimana keberdaan Dusun di Desa, termasuk di 
Kelurahan Noling yang pada tahun 2004 masih berbentuk Desa, bahkan 
Dari wawancara dengan M. Basir, Kepala Lingkungan Bunne, Kelurahan 
Noling, ia masih menggap dirinya sebagai Kepala Dusun. 
Hasil wawancara dan pengamatan di Kelurahan Noling, koordinasi 
pemerintahan kelurahan dengan Kepala Lingkungan tidak berjalan 
dengan baik utamanya proses pembanguan di wilayah kelurahan. M. 
Basir160 misalnya, mengungkapkan bahwa ada pembangunan yang terjadi 
di wilayahnya yang tidak diketahuinya, sehingga masyarakat tidak bisa 
mengawasi pembangunan tersebut padahal pembanguan tersebut tidak 
sesuai dengan yang diinginkan. 
Hal tersebut diakui oleh Tamsil selaku Lurah, meurutnya ia sebagai 
Lurah hanya melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya, 
sementara program pembangunan infrastruktur di Kelurahan merupakan 
kewenangan kabupaten yang tidak dilimpahkan, termasuk dalam hal 
pengawasan. Karena pelaksana teknis, dan pembangunan dilakukan oleh 
Dinas terkait, sedangkan kewenangan kelurahan hanya pada persoalan 
administrasi. 
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2014 
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Jika melihat permasalahan tersebut, tentunya konsep good 
governance utamanya prinsip partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
tidak terjadi di kelurahan. Selain itu sebagaimana dijelaskan sebelumnya 
tidak ada aturan yang mewadahi masyarakat untuk mengawasi 
pembagnunan yang ada di wilayahnya, sehingga yang terjadi adalah 
masyarakat dalam pembanguan di kelurahan hanya sebagai objek 
(penerima) bukan subjek (penyelengara) pembangunan. Selain itu, 
sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ketidakjelasan pengaturan 
mengenai Lingkungan membuat Lingkungan tidak efektif melakukan 
tugasnya sebagai unsur kewilayahan di kelurahan. Fakta empiris yang lain 
adalah Lurah berganti, sedangkan Kepala Lingkungan tidak berganti, 
sehingga faktor ini membuat ketidakjelasan arah pembangunan di 
kelurahan. 
 
D. Pemberdayaan Masyarakat 
Pada dasarnya Kelurahan memiliki tugas pemberdayaan masyarakat 
melalui program-program pemerintahan dan disalurkan melalui Lembaga 
Kemasyarakatan Kelurahan (LPMD), dimana LPMD sebagai lembaga 
kemasyarakatan sesuai dengan perundang-undangan terkait kelurahan 
adalah untuk medorong kemandirian masyarakat dalam pembangunan di 
Kelurahan, dan pemerintah Kelurahan memiliki tugas untuk melakukan 
pembinaan, koordinasi, dan koonsultasi terhadap lembaga 
kemasyarakatan yang ada di wilayahnya. Hasil wawancara dan 
pengamatan di lokasi menunjukkan Kemasyarakatan tidak memiliki 
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sekretariat sebagai pusat kegiatan, sehingga dapat dikatakan lembaga 
tersebut tidak lagi aktif. 
Terkait Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Taslim 
mengungkapkan bahwa di kelurahan Noling terdapat Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang dibentuk oleh Kelurahan, 
tetapi pemerintah sendiri  tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan, 
karena tidak ada pelaporan  langsung dari lembaga-lembaga tersebut. la 
juga mengungkapkan bahwa kepengurusan LPMD tidak diketahuinya. 
Selain itu di kelurahan terdapat Lembaga-lembaga klemasyarakatan 
lainnya seperti Karang Taruna, PKK, Majelis Ta’lim, dan kelompok--
kelompok Tani, terkait penyelengaraan lembaga tersebut, Menurutnya 
baru aktif jika ada program bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi, 
lurah juga hanya sekedar memberikan tanda tangan ketika mereka 
membuat proposal permohonan bantuan, selanjutnya tidak ada konfirmasi 
lagi mengenai kegiatan tersebut.161 Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
antara LPMD atau LMK lainnya di Kelurahan Noling tidak bersinergi dan 
tidak terjadi koordinasi. 
Padahal dalam PP No.73 Tahun 2005 menyebutkan bahwa 
Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah aspirasi masyarakat. Terkait 
hal itu, Abdul Qarim162 selaku tokoh masyarakat di Kelurahan Noling, 
mengungkapkan bahwa selama ini masyarakat di Kelurahan Noling, tidak 
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bisa mengawasi pembangunan yang terjadi di kelurahan, padahal ada 
pembangunan yang dilakukan seperti pembangunan bendungan dan 
percetakan sawah yang di lakukan di kelurahan yang tidak sesuai dengan 
keinginan masyarakat sementara masyarakat tidak dapat berbuat apaapa. 
Abdul Qarim menambahkan, sewaktu Lembaga masyarakat di 
kelurahan Noling masih beranama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa 
Tahun 1998, LKMD Noling mewakili Provinsi Sulawesi Selatan 
mendaatkan penghargaan nasional Pembangunan di Desa, karena 
keberhasilannya membangun Desa sehingga tingkat kesejahteraan 
masyarakat meningkat, sedangkan sekarang Noling tidak maju dan seperti 
dulu. 
Terkait permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hal 
tersebut terjadi akibat beberapa faktor: Pertama, Kelurahan sebagai 
pemerintahan di wilayah kelurahan di Kabupaten Luwu lebih merupakan 
pemerintahan tingkatan akar-rumput yang sekedar mengurusi masalah 
administratif (surat-menyurat) Kedua: Pemeberdayaan masyarakat 
diartikan secara sempit, dimana penyediaan infrastruktur pemerintahan 
dan pemberian bantuan kepada masyarakat diartikan sebagai 
poemberdayaan, padahal sejatinya pemberdayaan merupakan proses 
pembelajaran oleh dan utnuk msyrakat dalam mencapai kemandirian, baik 
secara eknomi, dan soaial kemasyrakatan. 
Memang dalam PP No.75 tidak disebutkan secara jelas terkait 
klausul pemberdayaan sehingga pada akhirnya pemerintah hanya 
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mengartikan sempit persoalan pemeberdayaan. Jika merujuk pada konsep 
good governance utamnya prinsip partisipasi maka, yang terjadi di 
Kelurahan Noling jauh dari sebuah konsep good governance yang 
diinginkan dalam penyelengaraan Otonmi Daerah. 
Selain itu di kelurahan terdapat Musrembang sebagaimana di Desa 
namun di Kelurahan Noling keterlibatan masyarakat dalam Musrembang 
di akui oleh Abdul Qarim selaku tokoh masyarakat hanya sebagi 
formalitas, karena pembanguan yang diusulkan yang menjadi prioriatas di 
kelurahan tidak pernah terealisasi.163 
 
E. Kewenangan Kelurahan 
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya Pemerintah Kelurahan di 
Kabupaten Luwu tidak memiliki kewenangan selain apa yang menjadi 
Tupoksinya, sehingga selama ini penyelengaraan Pemerintahan di 
kelurahan Noling hanya meliputi persoalan administrasi (surat-menyurat) 
sementara kewenangan untuk mengelola sumberdaya alam, atau urusan 
yang dapat berdampak langsung kepada masyarakat tidak dimiliki oleh 
Kelurahan. 
Menurut Taslim, Dalam hal pengelolaan pendapatan dan pengeloaan 
sumberdaya alam, masyarakat tidak dilibatkan dalam hal pengelolaan 
sumberdaya alam. Pemerintah Kelurahan juga, hanya terlibat dalam 
meberikan rekomendasi dalam mpemberian ijin jika ada tambang yang 
masuk, terkait penyelengaraannya Lurah tidak lagi mengetahui, semua 
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sudah diurus oleh Kabupaten dan memiliki Satuan Kerja sendiri, sehingga 
kelurahan hanya menjadi penonton dan tidak dapat melakukan apa-apa. 
Dan masyarakat tidak bisa mendapatkan hasil alamnya secara langsung, 
termasuk penarikan retribusi tidak dapat dilakukan karena merupakan 
kewenangan Kabupaten. 
Sehingga dapat disimpulkan sebagai perangkat Pemerintah 
Kabupaten, kelurahan memiliki kewenangan yang sangat terbatas, dan 
hanya bisa menuggu kebijakan pemerintah kabupaten, pada akhirnya hal 
ini jugs berpengaruh terhadap efektifitas penyelengaraan Pemerintahan 
Kelurahan. 
 
F. Keuangan Kelurahan 
Sumber keungan kelurahan diatur sebagaiman SKPD lainnya, yang 
dianggarkan melalui APBD Kabupaten, sehingga pada dasarnya 
persoalan keuangan dalam penyelengaraan pemerintahan di Kelurahan 
cenderung aman, di Mana pada Tahun 2013 Kelurahan Noling 
mendapatkan Anggaran Sebesar Rp.109.000.000 yang dialoksikan untuk 
biaya Operasional serta pelaksanaan program pemrintahannya. Selain itu, 
Perangkat kelurahan menerima gaji dan tunjangan dari statusnya sebagai 
PNS. Sehingga faktor keuangan bukanlah menjadi masalah bagi 
oelaksanaan pemerintahan Kelurahan. 
Namun Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas keuangan 
kelurahan hanya dilakukan kepada pemerintahan Kabupaten Melalui 
Camat, sedangkan kepada masyaraakat tidak ada aturan yang 
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mengharuskan kelurahan memberikan transparansi kepada masyarakat 
apalagi mempertanggungjawabkan keuangannya kepada masyarakat. 
Sihingga dapat dikatakan adanya konsep good governce yang menginkan 
transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat termasuk dalam hal 
keuangan di kelurahan, tidak terjadi di Permerintahan Kelurahan di 









Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka 
kesimpulan pada skripsi ini diuraikan sebagai berikut: 
1. Antara Pemerintahan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Luwu 
memiliki perbedaaan terkait kelengkapan perangkat pemerintahan. 
Adaun perbedaan antara keduanya adalah Pertama, Pemerintahan 
Desa memiliki perangkat pemerintahan yang lebih lengkap 
dibandingkan dengan Kelurahan, hal itu dapat dilihat dari adanya 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah demokrasi 
masyarakat Desa, di mana BPD menjalankan fungsi: legislasi, 
budgeting, dan kontrol penyelengaraan Pemerintahan Desa 
sehingga menjamin adanya check and balance, sedangkan Pada 
Pemerintahan Kelurahan tidak terdapat lembaga sebagaimana BPD. 
Kedua, aparatur pemerintahan yang mengisi jabatan struktural, pada 
Pemerintahan Desa tidak terdapat kekosongan Jabatan karena 
adanya Kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa untuk 
mengangkat Perangkat pemerintahan dari masyarakat setempat 
dengan persetujuan BPD, sementra Pemerintahan Kelurahan terjadi 
kekosongan Jabatan karena kewenangan mengankat perangkat 
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pemerintahan di kelurahan merupakan kewenangan Pemerintah 
Daerah (Bupati). 
2. Terkait efektivitas jalannya pemerintahan, model Pemerintahan Desa 
di Kabupaten lebih efektif jika dibandingkan dengan pemerintahan 
Kelurahan dikarenakan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan 
Desa yang dapat mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri. 
Sedangkan Pemerintahan Kelurahan kewenangannya terbatas pada 
menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu yang dilimpahkan kepadanya. 
Meski demikian Pemerintahan Desa terhambat oleh beberapa 
masalah, Pertama, kualitas Sumber Daya Manusia yang mengisi 
jabatan struktural pemerintahannya, belum mampu memahami 
dengan baik tentang persoalan administrasi dan manajemen 
pemerintahan sebagai organisasi yang birokratis, sehingga tertib 
administrasi tidak berjalan dengan baik yang berpengaruh terhadap 
pelayanan kepada masyarakat. Kedua, belum adanya kewenangan 
yang di limpahkan oleh Pemerintah Kabupaten terutama urusan 
pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki, menghambat laju 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa. Sedangkan 
Efektivitas Pemerintahan Kelurahan, terhambat oleh beberapa 
masalah yaitu: Pertama, Kekosongan aparutur jabatan struktural 
pemerintahan. Kedua, belum adanya urusan pemerintahan 
Kabupaten yang dilimpahkan kepada Kelurahan, membatasi 
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pelayanan kepada masyarakat cenderung hanya kepada pelayanan 




Berdasarkan uraian kesimpulan pada penelitian ini, peneliti menarik 
beberapa saran sebagai berikut: 
1. Kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu agar 
menjabarkan dengan jelas tentang Kewenangan Desa mengurus 
masyarakat sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 
masyarakat setempat. 
2. Kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu agar 
melakukan pemberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan, tidak 
hanya sekedar memberikan bantuan keuangan, dan pelatihan-
pelatihan yang lebih bersifat seremonial, tetapi melakukan 
pendampingan secara langsung di masyarakat yang berkelanjutan 
sehingga dapat mewujudkan kemandirian masyarakat serta 
peningkatan kesejahteraannya. Terutama meningkatkan kualitas 
SDM pemerintahan Desa dan Kelurahan. 
3. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu untuk membuat dan 
melengkapi produk legislasi terkait pemerintahan kelurahan 
sebgaimana yang diamantakan peratuaran perundang-undangan 
yang lebih tinggi sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. 
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Utamanya membuat Peraturan Daerah tentang Kelurahan utamanya 
keberadaan Lingkungan di Kelurahan yang tidak jelas. 
4. Kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, 
Pemerintah Desa dan Kelurahan, untuk menyelengarakan 
pemerintahannya, sesuai dengan konsep Tata Pemerintahan yang 
Baik (Good Governance) utamanya prinsip Partisipasi, Akuntabilitas, 
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